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Perspektif ulama tentang hukum pernikahan akibat wanita hamil luar nikah
memang masing diperselisinkan. Dua pendapat yang berkembang adalah ada
yang membolehkan dengan adanya syarat-syarat tertentu, ada juga ulama yang
mengharamkan. Penelitian ini secara khusus diarahkan pada pendapat Imam al-
Syafi’t dan Imam Ahmad Bin Hanbal. Rumusan penelitian yang diajukan adalah
bagaimana kehujjahan dalil dan metode istinbat yang digunakan Imam al-Syafi’
dan Imam Ahmad, dan bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam al-
Syafi’lt dan Imam Ahmad. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif
dengan jenis studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut Imam
al-Syafi’1, hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah dibolehkan tanpa harus
menunggu lebih dulu kelahiran anak. Dalil yang digunakan mengacu pada QS.
al-Nur ayat 3, QS. al-Nar ayat 32, hadis riwayat Ibn Umar, hadis riwayat Abu
Hurairah, dan atsar sahabat Umar bin Khattab. Metode istinbat yang digunakan
Imam al-Syafi’1 yaitu penalaran bayani. Menurut lmam Ahmad Bin Hanbal,
hukum perkawinan tersebut diharamkan kecuali setelah wanita itu bertaubat dan
habis idah dengan kelahiran anak. Dalil yang ia gunakan mengacu QS. al-Nir
ayat 3, QS. al-Nisa’ ayat 25, QS. al-Nur ayat 26, hadis riwayat dari Ruaifi’ bin
Tsabit al-Anshari, dan hadis riwayat dari Abi Ubaidah. Metode istinbar yang
digunakan Imam Ahmad yaitu metode bayani. Persamaan pendapat Imam al-
Syafi’t dan Imam Ahmad yaitu QS. al-Nur ayat 3 menjadi basis utama dasar
hukum yang digunakan, dan keduanya sama-sama menggunakan metode
istinbat melalui penalaran bayani. Adapun perbedaannya adalah: Pertama,
Imam al-Syafi’T memandang boleh menikah dengan wanita hamil di luar nikah
namun makruh, sementara Imam Ahmad mengahratamkan kecuali telah
bertaubat dan habis idah. Kedua, Imam al-Syafi’l memandang hubungan
pernikahan keduanya tidak harus di fasakh, sementara menurut Imam Ahmad
wajib di fasakh. Ketiga, Imam al-Syafi’t memandang ketentuan QS. al-Niir ayat
3 sebagai & atau o, namun Imam Ahmad berpendapat bukan zi atau alell,
Keempat, dalil Imam al-Syafi’t memberi indikasi hukum boleh menikahi wanita
hamil, dalil Imam Ahmad memberi indikasi hukum haram menikahi wanita
hamil di luar nikah.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 Db/u/1987. Adapun Pedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
t dengan
1 ) L\ 11 b t titik di
dilambangkan
bawahnya
z dengan
2 o B VY b= z titik di
bawahnya
3 ) T YA & ¢
s dengan
4| & $ titik di LRI 2 gh
atasnya
5 d J i o f
h dengan
6 z h titik di AR a q
bawahnya
7 & kh YY g k
8 3 D Yy J I
9 3 Z zdengan | Y¢ a m

Vil



titik di
atasnya
10 J R Yo O n
11 J z v 3 w
12 | Yv ° h
13| & sy YA . 8
s dengan
14 | we S titik di Y4 ] y
bawahnya
d dengan
15 | o= d titik di
bawahnya
2. Konsonan

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

viii

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri




Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
@ o Fathah dan ya Ai
s O Fathah dan wau Au
Contoh:
«aS =kaifa,
Js  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
el & Fathah dan alif atau ya a
@ Kasrah dan ya i
e Dammah dan wau i
Contoh:
J6 = gadla
=) =rama
d8 = gila
3% = yaqilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( ) yang hidup atau mendapat harkat fatkzah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (&) mati



Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Qe Ay raudah al-agfal/ raudatul agfal
555l o) : al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah

aalh : Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sering disebut sebagai satu persitiwa sakral dan suci.
Kesucian pernikahan tersebut ditandai dengan ritual-ritual pelaksanaannya, yaitu
harus disaksikan, dilakukan melalui akad ijab kabul atau serah terima langsung
antara wali perempuan dengan laki-laki calon mempelai, dan ritual lainnya.
Kemudian, kesakralan pernikahan juga karena bagian dari dimensi hukum yang
langsung bersentuhan dengan aspek keagamaan. Meskipun bukan termasuk
ritual ibadah murni, namun akad pernikahan tidak boleh dilakukan kecuali harus
memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

Terdapat banyak persoalan menarik untuk dibahas dalam tema
pernikahan. hukum pernikahan selalu menarik untuk dikaji salah satunya karena
banyak temuan-temuan pergulatan dan keragaman pendapat ulama di dalamnya.
Salah satu tema penting yang tidak luput dari kajian ulama adalah hukum
pernikahan akibat hamil di luar nikah.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan adalah ikatan yang
membolehkan hubungan keluarga antara laki-laki dan wanita, keduanya bisa
saling tolong menolong dan wajib untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing.! Mengacu pada pengertian ini, maka secara umum dipahami bahwa
pernikahan boleh dilaksanakan setiap orang yang telah layak untuk menikah,
mampu untuk saling tolong-menolong, mampu memenuhi hak dan kewajiban,
serta mampu melakukan hubungan keluarga antara dua pihak yang menikah.
Meski pernikahan disyariatkan dalam Islam, ia dilaksanakan harus memenuhi

syarat-syarat dan rukun nikah. Dalam penetapan syarat boleh tidaknya menikah,

'Al-Imam Muhammad Ab@i Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Madinah: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, tt), hlm. 17. Lihat juga dalam Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, cet. 3, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009), him. 9.



ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Salah satunya adalah kesucian
wanita dari perbuatan zina. Bahkan, sebagian ulama menentukan syarat wanita
hamil luar nikah sebab zina tidak boleh menikah, baik dengan laki-laki yang
menghamilnya maupun dengan laki-laki lain.

Salah satu dalil yang relevan dengan persoalan ini adalah surat al-Nar

ayat 3 sebagai berikut:

P
>z

Ty of V) sy Y il S SRR o Y gl

?
EACRN

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang
mukmin. (QS. al-Nar: 3).

Ayat di atas merupakan satu-satunya ayat yang secara eksplisit
menyebutkan hukum pernikahan wanita pezina, termasuk telah hamil dari zina
tersebut. Ulama dalam menetapkan hukum perkawinan akibat wanita hamil luar
nikah justru masih berbeda.? Perbedaan tersebut juga sama seperti penetapan
hukum wanita berzina yang tidak hamil. Masalah yang timbul adalah tentang
boleh tidaknya pernikahan akibat hamil luar nikah (zina), baik pernikahan
tersebut dengan laki-laki yang yang mezinahinya, atau dengan laki-laki lain.

Kaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan pada komparasi
pendapat hukum antara Imam al-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut
Imam al-Syafi’1, pernikahan wanita hamil luar nikah sebab zina dimakruhkan
dan tidak sampai pada tingkat haram.® Jika kedua pelaku ingin menikah maka
pernikahannya bisa dilakukan. Demikian juga hukumnya pernikahan laki-laki

lain dengan wanita hamil sebab zina, hal ini dibolehkan meskipun wanita

“Muhammad Bagi, Fikih Praktis: Menurut Alquran, al-Sunnah, dan Pendapat Para
Ulama, (Bandung, Karisma, 2008), him. 25.

*Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm, Juz V, (Masir: Maktabah Kulliyat al-
Azhariyyah, 1961), him. 14.



tersebut belum habis masa iddah kelahiran anak.* Adapun menurut Imam
Ahmad bin Hanbal, seperti disebutkan oleh Ibn Qudamah (salah satu ulama
mazhab Hanbali), nikah wanita berzina (termasuk wanita hamil karena zina)
diharamkan menikahinya kecuali setelah bertobat dan iddah wanita tersebut
sudah habis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan
yang cukup signifikan antara Imam al-Syafi’t dan Imam Ahmad bin Hanbal
dalam menetapkan hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah. Poin
penting yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai kehujjahan argumentasi
dan dalil hukum masing-masing kedua ulama tersebut. Oleh karena itu, masalah
tersebut cukup menarik untuk dilakukan pengkajian mendalam dengan judul:
“Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah Analisis Metode Istinbat Imam Al-
Syafi’1 dan Imam Ahmad Bin Hanbal)”.

1.2. Rumusan Masalah
Mengacu pada permasalahan sebelumnya, maka terdapat pertanyaan
penting untuk dicari jawabannya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehujjahan dalil dan metode istinbat yang digunakan Imam
al-Syafi’t dan Imam Ahmad Bin Hanbal dalam menetapkan hukum
perkawinan sebab wanita hamil luar nikah?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam al-Syafi’1 dan
Imam Ahmad Bin Hanbal dalam menetapkan hukum perkawinan sebab

wanita hamil luar nikah dilihat dari teori-teori penggalian hukum Islam?

‘Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir fi Figh Mazhab al-Imam al-Syafi’i: Syarh
Mukhtasar al-Muzant, Juz 1X, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 1994), him. 214.

*Ibn Qudamah, al-Mugni’ fi Figh al-Tmam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, (Arab
Saudi: Maktabah al-Sawai, 2000), him. 309: Dimuat juga dalam Ibn Qudamah, al-Kafi, Juz IV,
(Arab Suadi: Hajar al-Taba’ah al-Nusyr, 1997), him. 284: Ahmad bin Sa’id al-Najdi, Hidayah
al-Raghib, Juz 111, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2007), him. 187.



1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kehujjahan dalil dan metode istinbar yang digunakan
Imam al-Syafi’t dan Imam Ahmad Bin Hanbal dalam menetapkan
hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam al-Syafi’1
dan Imam Ahmad Bin Hanbal dalam menetapkan hukum perkawinan
sebab wanita hamil luar nikah dilihat dari teori-teori penggalian hukum
Islam.

Adapun manfaat penelitian ini ada dua yaitu manfaat praktis dan manfaat
teoritis. Manfaat praktis berkaitan dengan apa yang bisa berguna bagi para
praktisi terkait. Adapun manfaat teoritis adalah daya guna hasil penelitian
terhadap pengembangan ilmu, baik di bidangnya maupun bidang terkait lainnya.
Dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu manfaat
secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi
salah satu gagasan dalam pengembangan ilmu hukum. Bagi pihak-pihak yang
berkepen-tingan dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan
diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu
hukum.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan
jawaban atas permasalahan yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan wanita hamil
luar nikah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan

tambahan informasi bagi masyarakat tentang pendapat-pendapat para ulama.

1.4. Penjelasan Istilah
Terdapat beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan dalam skripsi

ini, yaitu hukum perkawinan, dan luar nikah. Istilah hukum perkawinan terdiri



dari dua kata. Kata hukum berarti peraturan, undang-undang, atau ketentuan.®
Adapun perkawinan adalah pernikahan berupa akad yang dilakukan oleh dua
pihak antara mempelai laki-laki dan wali dari pihak perempuan.” Berdasarkan
dua pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa hukum perkawinan merupakan
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perkawinan.

Istilah kedua yaitu luar nikah. istilah ini juga terdiri dari dua kata. Kata
nikah sama maknanya seperti makna perkawinan sebelumnya. Adapun kata
“luar”, artinya daerah, tempat, dan sebagainya yang bukan merupakan bagian
dari sesuatu itu sendiri. Dengan demikian, makna luar nikah bisa diartikan tidak
dilakukan pernikahan, perzinaan, atau perkawinan yang tidal legal atau sah.

Dengan demikian, maksud luar nikah dalam skripsi ini adalah perzinaan.

1.5. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan untuk
mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu relevan dengan penelitian ini,
kemudian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar
plagiasi isi. Sejauh amatan dan temuan penelitian-penelitian terdahulu, belum
ada kajian yang difokuskan pada hukum perkawinan sebab hamil luar nikah.
Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan
skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Firdaus al-Halwani, mahasiswa
Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014 dengan judul: “Hukum
Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah: Studi Perbandingan Imam al-Syafi i
dan Imam Ahmad bin Hanbal”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Imam

Syafi’i berpendapat perempuan yang hamil akibat hamil di luar nikah boleh

®Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008),
him. 531 dan 659.

"Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’tamad fi al-Figh al-Syafi’i, Juz V, (Damaskus: Dar al-
Qalam, 2011), him. 303. Tim Redaksi, Kamus Bahasa..., him. 659.



dinikahi oleh siapapun, baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki
yang bukan menghamilinya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat
bahwa hukumnya dibagi dua: Pertama, tidak boleh dinikahi oleh orang yang
bukan menghamilinya. Kedua, boleh dinikahi oleh orang yang menghamilinya
namun dengan syarat wanita tersebut harus selesai masa iddahnya dan setelah
perempuan tersebut bertaubuat. Akibat hukum pendapat imam Syafi’i adalah
boleh anak zina melakukan hubungan perkawinan dengan ayah biologisnya, dan
Imam Ahmad berpendapat anak tidak bisa melakukan perkawinan dengan ayah
biologisnya.

Penelitian di atas cenderung sama seperti penelitian dalam skripsi ini,
baik mengenai tokoh yang dikaji maupun objke kajiannya tentang hukum
perkawinan wanita hami di luar nikah. Akan tetapi, perbedaan sehingga masalah
tersebut masih menarik untuk dikaji adalah tentang metode istinbas dan
kehujjahan argumentasi hukum Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal
dilihat dari teori-teori penggalian hukum Islam. Inilah yang belum dilihat dan
dikaji dalam penelitian di atas.

Skripsi Hijrah Saputra, mahasiswa Prodi Studi Perbandingan Mazhab,
Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016 dengan judul:
“Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Komparatif antara
Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)”. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa
hukum menikahi wanita hamil menurut mazhab Maliki tidak membolehkannya,
sementara mazhab  Syafi’i ~membolehkan. = Mazhab  Maliki  tidak
membolehkannya scara mutlak melainkan dengan syarat pernikahan wanita
hamil di luar nikah harus dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya,
bukan dengan laki-laki yang bukan menghamiinya, karena wanita hamil tersebut
ada iddahnya. Sementara mazhab Syafi’i membolehkan pernikahan wanita
hamil di luar nikah secara mutlak, baik kepada laki-laki yang menghamilinya
atau laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Adapun mengenai mushaharah

mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa, =zina tidak



menyebabkan keharaman mushaharah (laki-laki yang menghamili wanita
tersebut maka boleh menikah dengan semua kerabat dari wanita yang
dihamilinya, bahkan laki-laki tersebut boleh menikahi anak dari hasil zinanya).
Pendapat yang lebih mashlahat dalam konteks Aceh dan Indonesia dewasa ini
adalah pendapat mazhab Syafi’i yang membolehkan menikahi wanita hamil di
luar nikah secara mutlak.

Penelitian di atas juga terkait dan cukup relevan dengan penelitian dalam
skripsi ini, yaitu sama-sama mengekaji hukum perkawinan wanita hamil. Akan
tetapi, subjek atau tokoh yang dikaji justru berbeda dengan skripsi ini. Selain itu,
fokus kajian juga berbeda dengan apa yang ingin dicari dalam skripsi ini.
Khususnya dalam soal metode istinbar yang digu-nakan serta kehujjahannya.

Skripsi Juznawiyyah, mahasiswi Prodi Studi Perbandingan Mazhab,
Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2014 dengan judul: “ldah
Wanita Hamil di Luar Nikah: Analisis Komparatif Mazhab Syafi’i dan Mazhab
Hanbali”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa antara mazhab Syafi’i dan
Hanbali berbeda pendapat tentang idah wanita hamil luar nikah. Menurut
mazhab Syafi’i, wanita hamil luar nikah tidak memiliki idah karena hubunagn
zina tidak berpengaruh terhadap idahnya. Sementara itu, mazhab Hanbali
memandang bahwa idah wanita hamil luar nikah sama seperti iddah wanita
hamil pada umumnya, yaitu hingga melahirkan anak.

Penelitian di atas lebih diarahkan pada aspek lain yang sama sekali
berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Peneliti di atas berusaha mengkaji
konsekuensi hubungan luar nikah yaitu idahnya, sementara dalam penelitian ini
cenderung diarahkan pada penemuan metode istinba¢ antara Imam Syafi’i dan
Imam Ahmad tentang hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Skripsi Khaliqul Bahri, mahasiswa Jurusan SAS Fakultas Syariah, UIN
Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2010 dengan judul: “Menikahi Wanita yang
Sudah Dihamili: Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Hanafi”. Hasil

penelitiannya adalah menurut Mazhab Hanafi, wanita yang sudah dihamili tidak



boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya kecuali setelah anak tersebut
lahir. Menurut Syafi’i, wanita hamil boleh dinikahi. Kedua ulama tersebut
menggunakan dalil hukum yang sama, yaitu ketentuan surat al-Nur ayat 3 yang
menyatakan laki-laki ataupun perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi
keculai oleh orang yang bezina atau dengan orang musyrik.

Kajian penelitian di atas juga cukup relevan dengan penelitian ini,
namun fokus yang dikaji dan tokoh yang diambil juga berbeda. Di mana,
penelitian di atas diarahkan pada pendapat imam Syafi’i dan Imam Hanafi,
sementara dalam skripsi ini yaitu imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Fokusnya
juga berbeda, di mana penelitian sebelumnya tidak menyinggung metode
istinbar yang digunakan, sementara dalam skripsi ini metode istinba@ menjadi
fokus yang hendak dikaji lebih dalam.

Skripsi Andri Karnata, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
tahun 2016 dengan judul: “Dampak Sosial Agama terhadap Pernikahan Dini:
Studi Kasus pada Pasangan Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Bakongan
Timur. Kabupaten Aceh Selatan”. Hasil penelitiannya yaitu dampak pernikahan
dini akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bakongan Timur antara lain:
Dampak Sosial: dimana seseorang yang melakukan pernikahan dini yang
disebabkan hamil diluar nikah akan menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat,
karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah membawa aib bagi keluarga
dan masyarakat. Sedangkan Dampak bagi lingkungan masyarakat yaitu
mencemarkan nama baik lingkungan pada masyarakat luar, membawa contoh
tidak baik bagi masyarakat dan para remaja lain. Faktor terjadinya pernikahan
dini akibat hamil diluar nikah yaitu Kadar keimanan yang rendah, Tidak ada
restu dari orang tua, Pergaulan bebas, Kurangnya pengawasan dari orang tua,
Kurang adanya penyuluhan dari aparatur desa, Rendahnya pendidikan Agama
Islam. Pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan pernikahan dini akibat

hamil diluar nikah yaitu setuju, karena untuk menutupi aib keluarga, tidak



setuju, karena perbuatan tersebut sudah merugikan banyak pihak, tidak ingin
tahu dan tidak mau tahu.

Penelitian di atas juga mengkaji pernikahan khususnya nikah di bawah
umur akibat hamil di luar nikah. Akan tetapi, kajiannya merupakan kajian kasus
di lapangan. Sementara penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

Skripsi  Wiwiyanti, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar tahun 2017, dengan judul: “Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar
Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan
Amali Kabupaten Bone”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut
Tradisi Masyarakat, perkawinan diusia dini akibat hamil di luar nikah yaitu,
pernikahan wajib dilaksanakan apabila sudah hamil karena jika tidak dilakukan
akan berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, sedangkan menurut
KHI boleh dilakukan pernikahan diusia dini akibat hamil diluar nikah dengan
catatan harus melalui pengadilan dengan cara pengajuan dispensansi. Faktor-
faktor yang penyebab terjadinya perkawinan diusia dini akibat hamil di luar
nikah adalah, kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama,
pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang penyelahgunaan teknologi,
faktor pendidikan, faktor telah tua,dan melakukan hubungan biologis, hamil
sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya.

Kajian ini juga sama seperti kajian sebelumnya, yaitu mengambil studi
kasus di lapangan terkait penikahan akibat hamil di luar nikah. Sementara
skripsi ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan dengan kajian
ketokohan.

Skripsi Aji Muhammad Sidig, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017, dengan judul:
“Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku: Studi Kasus Di Dusun Karangmojo
Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar”. Hasil
penelitiannya adalah faktor-faktor pernikahan nikah hamil akibat hamil pra

nikah adalah kualitas dari remaja itu sendiri, perkembangan emosional yang
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tidak sehat, kurangnya pendalaman mengenai norma dan ajaran agama, dan
ketidak mampuan untuk mengendalikan diri, serta bergaul dengan orang yang
kurang baik atau pergaulan bebas.

Kajian di atas juga mengambil studi lapangan, dengan data pokoknya
yaitu wawancara terhadap pelaku hamil di luar nikah. Sementara dalam
penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dengan kajian ketokohan.

Skripsi Afif Azhari, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas
Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Surabaya 2009, dengan judul: “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kua
Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Cerme sama
dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akan
tetapi, KUA Cerme memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan
pernyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6.000 yang dilakukan oleh
kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup.
Dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara
membuat surat pernyataan kebenaran yang di tulis di atas kertas bermaterai 6000
yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah
sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumhur ulama’ yang
membolehkan dinikahinya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-
laki yang menghamilinya. Selain itu ikhtiyar dan ikhtiyar kepala KUA ini dapat
memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan, karena KUA
Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah melaksanakan pernikahan wanita
hamil di luar nikah yang sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum
Islam.

Penelitian ini juga dikaji dalam kaitan dengan hukum menikah wanita
hamil. Namun berbeda dengan skripsi ini tentang kajian yang dilakukan dan
fokus kajiannya. Penelitian di atas dilakukan dengan pendekatan studi kasus,

sementara dalam kajian skripsi ini dialakukan dengan pendekatan studi
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kepustakaan, dengan fokus mengetahui metode istinbas Imam Syafi’i dan Imam
Ahmad bin Hanbal.

Skripsi Akbar Baihaky, Jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas
Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2012, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil: Studi Kasus
di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010”. Hasil penelitiannya
adalah Penghulu KUA Kecamatan Sewon yang membolehkan pelaksanaan
perkawinan nikah hamil menyandarkan pada argumentasinya, bahwa menurut
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53
membolehkan perkawinan nikah hamil dengan syarat bahwa mempelai laki-laki
adalah orang yang menghamili-nya. Hal ini yang menjadi dasar para penghulu
membolehkan perkawinan nikah hamil di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten
Bantul. Akan tetapi, pihak KUA sangat menyayangkan banyak terjadinya nikah
hamil di Kecamatan Sewon, karena wilayah ini sangat identik dengan wilayah
yang agamis.

Perbedaan penelitian di atas dikaji dengan studi kasus tepatnya di KUA
dan argumentasi pihak KUA terhadap nikah wanita hamil. Hal ini tentu berbeda
dengan kajian dalam penelitian skripsi yang akan penulis teliti, penelitian
penulis diarahkan pada penemuan metode istinba@ Imam Syafi’i dan Imam
Ahmad.

Skripsi Farhatul Aeni, Kementrian Agama Republik Indonesia, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2015, dengan judul:
“Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Dan Ulama Astanajapura: Studi Kasus Di Desa Astanajapura,
Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon”. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa menurut KHI yaitu berdasarkan pada pasal 53 ayat 3 yang
menegaskan bahwa “dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita
hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya

lahir”. Jadi jika seseorang melakukan pernikahan dalam keadaan hamil, maka
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tidak perlu diadakannya nikah ulang Sedangkan menurut ulama desa
Astanajapura melakukan pernikahan ulang itu di perbolehkan dengan alasan
untuk menghilangkan rasa kehati-hatian atau was-was yang ada dalam diri
mereksa.

Para tokoh masyarakat desa Astanajapura membolehkan melakukan
nikah ulang dengan alasan untuk menguatkan pernikahan yang pertama dan
menghilangkan rasa was-was atau kehati-hatian tetapi anaknya tetap dihukumi
anak di luar nikah dan tidak boleh dinasabkan pada bapaknya, agar anak yang
selanjutnya bukan anak zina. Sedangkan menurut pihak KUA berpendapat tidak
boleh melakukan pernikahan ulang yang tanpa cerai terlebih dahulu kecuali
dalam kasus isbat nikah karena berpatokan pada KHI.

Perbedaan penelitian dengan Penelitian diatas atas mencoba
membandingan antara KHI dan pandangan ulama tentang hukum nikah ulang
wanita hamil di luar nikah. Sementara dalam kajian skripsi penulis dilakukan
perbandingan yang fokusnya pada pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad.

Mengacu pada penelitian-penelitian di atas, maka terlihat ada sisi
persamaan dan sisi perbedaan. Sisi persamaannya adalah secara keseluruhan
membahasa masalah nikah wanita hamil dan konsekuensinya, sementara
perbedaannya adalah penelitian skripsi ini lebih difokuskan pada kajian metode
istinbat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad serta kehujjahanya yang sebelumnya

belum dikaji oleh peneliti-penelitian terdahulu.

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu kualitatif. Penelitian
kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi
objek yang alamiah. Di sini, objek kajian dimaksudkan yaitu pendapat-pendapat
empat imam mazhab, yaitu Imam al-Syafi’t dan Imam Ahmad Bin Hanbal

mengenai masalah hukum perkawinan sebab hamil luar nikah.
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1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian pustaka (library reserach),
yang data-data penelitian dimuat berdasarkan bahan-bahan kepustakaan, baik
buku-buku, kamus, ensiklopedi, kitab-kitab fikih, kitab tafsir dan literatur
lainnya. Dalam hal ini, bahan kepustakaan dimaksudkan untuk memberikan
penjelasan umum tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Secara khusus,
bahan pokok penelitian ini yaitu literatur yang memuat pendapat Imam al-
Syafi’t dan Imam Ahmad Bin Hanbal tentang hukum pernikahan sebab hamil
luar nikah.
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ditemukan dengan beberapa teknik, sehingga bahan
data baik yang sifatnya pokok maupun bahan pelengkap secara keseluruhan
dapat diperoleh. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
mengklasifikasikan bahan data yang sifatnya primer, sekunder, maupun tersier.

1. Bahan primer, yaitu bahan data pokok yang secara langsung dapat
memberikan data penelitian. Secara khusus, bahan primer di sini yaitu
kitab-kitab fikih yang memuat pendapat Imam al-Syafi’t dan Imam
Ahmad Bin Hanbal. Pendapat Imam al-Syafi’1 dimuat dalam kitab “al-
Umm”, sementara itu pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal dimuat dalam
“al-Musnad”, serta kitab lainnya yang secara langsung memberikan
keterangan pendapat Imam al-Syafi’T dan Imam Ahmad Bin Hanbal.

2. Bahan sekunder, yaitu bahan data yang memberikan penjelasan
tambahan terkait pemikiran empat imam mazhab, misalnya kitab:
Majmii’ah al-Fatawa, al-Fatawa al-Kubra, al-Fatawa al-al-Nisa’ karya
Ibnu Taimiyah, Kitab: Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid
karangan Ibnu Rusyd. Kitab: al-Figh al-Islami wa Adillatuh, dan kitab:
al-Figh al-Syafi’t al-Muyassar, karangan Wahbah Zuhaili. Kemudian
kitab: Figh al-Sunnah karangan Sayyid Sabig, dan kitab-kitab lainnya,
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baik dalam bentuk asli maupun terjemahan yang dianggap relevan
dengan masalah penelitian.
3. Bahan tersier, yaitu bahan data untuk melengkapi kedua bahan data
sebelumnya, maupun untuk memberikan penjelasan atas istilah-istilah
yang dipakai, misalnya dalam kamus-kamus, seperti kamus bahasa,
kamus hukum, ensiklopedi hukum Islam, jurnal, artikel, dan bahan-
bahan lainnya.
1.6.3. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data yang dilakukan terhadap penelitian
kepustakaan yaitu menggunakan analisis kualitatif.® Analisis data secara
kualitatif di sini dilakukan dengan cara deskritif-normatif, artinya memaparkan
masalah penelitian secara ilmiah dengan data-data yang akurat. Kemudian, data-
data yang telah digambarkan akan dianalisa menurut teori-teori yang ada dalam

hukum Islam, yang bahan acuannya yaitu Alquran dan hadis (dalil normatif).

1.7. Sistematika Pemabahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan empat bab. Masing-masing bab terdiri
dari beberapa sub bahasan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahulun yang tersusun atas tujuh sub
bahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sub bahasan terakhir yaitu
sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab landasan teoritis tentang tinjauan umum
pernikahan, yang berisi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun
dan syarat pernikahan, dan larangan-larangan pernikahan.

Bab tiga, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yaitu

mengenai analisis komparatif pendapat Imam al-Syafi’t dan Imam Ahmad bin

8Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Alfabeta, 2010), him. 155.



15

Hanbal tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah, berisi penjelasan
profil Imam al-Syafi’t dan Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam al-Syafi’
tentang hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah, dalil hukum Imam al-
Syafi’1, metode istinbat Imam al-Syafi’i, pendapat Imam Ahmad bin Hanbali
tentang hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah, dalil hukum Imam
Ahmad bin Hanbal, metode istinbat Imam Ahmad bin Hanbal, dan analisis
persamaan dan perbedaan pendapat Imam al-Syafi’t dan Imam Ahmad bin
Hanbal.

Bab empat, merupakan bab penutup, berisi dua sub bahasan, yaitu

kesimpulan dan saran-saran.



BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

2.1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, kata “pernikahan” merupakan turunan kata “nikah”,
asalnya diambil dari bahasa Arab, terdiri dari huruf na, ka, dan Aa (z%), secara
linguistik artinya bersetubuh, bersenggama (hubungan kelamin), dan akad,
dalam istilah Arab biasanya disebut <ill, ¢ )l 2l dan aeal.* Secara umum,
ulama memasukkan keempat istilah tersebut sebagai makna bahasa nikah.
Namun, ulama berbeda pendapat tentang penentuan makna majazi dan makna
hagiqi, ada yang menyebutkan makna akad sebagai makna hagigi, ada juga
sebaliknya. Terlepas dari perbedaan tersebut, secara kaidah bahasa, keempat
kata tersebut masuk dalam cakupan makna nikah. Kata nikah kemudian diserap
ke dalam bahasa Indonesia dengan makna tersendiri, yaitu sebuah perjanjian
antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), atau
perkawinan.” Makna ini tampak lebih luas dibandingkan dengan makna
sebelumnya. Nikah dalam bahasa Indonesia telah diarahkan dan dikhususkan
sebagai akad perjanjian antara laki-laki dan perempuan.’

Untuk lebih memudahkan memahami kata nikah, perlu ditegaskan
kembali beberapa rumusan ulama. Di sini, beberapa rumusan yang dikutip yaitu
pendapat-pendapat dari ulama mazhab. Menurut Ibn ‘Abidin, ulama kalangan
Mazhab Hanafl memberi definisi nikah; laad 4xiall ¢l iy 23 artinya “akad yang

memberikan faedah kepemilikan”.* Menurut Habib Tahir, ulama kalangan

Y1stilah-istilah tersebut dapat ditemukan misalnya dalam Wizarat al-Auqaf, Mausu ah
al-Fighiyyah, Juz 41, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995), him. 205: Lihat juga, Imam al-Ghazali,
al-Wasit fi al-Mazhab, Juz 5, (Mesir: Dar al-Salam), tt. him. 3: ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab
al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilimiyyah, 2003), hlm. 8-9.

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008),
him. 1003.

*Tim Redaksi, Kamus...., him. 1003.

“Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar.: Hasyiyyah
ibn ‘Abidin, Juz 4, (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutb, 2003), him. 58: Bandingkan dengan definisi

16
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mazhab Maliki, memberi definisi nikah yaitu: s s & <l gad Jal die ga,
artinya “dia merupakan akad yang dapat menghalalkan kesenangan dengan
wanita yang bukan muhrim”.® Imam al-Ghazali, ulama kalangan Syafi’iyyah
memberi definisi nikah: sbasl 4 Jsy a5 On de 58, artinya “ia merupakan akad
antara suami dan isteri yang dapat menghalalkan hubungan senggama”. Dalam
pengertian lain Khatib al-Syarbini juga kalangan mazhab Syafi’i merumuskan
nikah:zs 5 sl 71U Jadly el g elle ety Sie | artinya “akad yang membolehkan dan
menjamin kepemilikan untuk berhubungan kelamin dengan lafal inkah atau
tazwij”.® Menurut ‘Usman bin Ahmad, ulama kalangan Hanbali, mendefinisikan
nikah:
fliean ¥l dnine ade 5odally Aladl (3 gy A Lol 4 jum dis
“ Akad yang padanya digunakan lafaz nikah dan zawaj dan akad di atasnya
terdapat (diberikan) manfaat untuk bersenang-senang”.’

Mencermati beberapa rumusan ulama mazhab di atas, dapat dipahami
bahwa secara keseluruhan menghubungkan makna nikah dengan kehalalan
hubungan senggama, atau akad untuk bersenang-senang. Hal ini
mengindikasikan bahwa rumusan istilah (terminologi) tidak jauh berbeda dan
dekat maksudnya dengan makna bahasa sebelumnya, yaitu senggama dan akad.

Amir Syarifuddin juga pernah menyinggung pemaknaan terminologi
dalam rumusan para ulama mazhab tidak jauh berbeda dengan maksud makna
etimologi nikah, yaitu sebuah akad, dan untuk bersenang-senang dan hubungan

yang diberikan oleh al-Ma’ali.  la: menyebutkan secara teknis pengertian nikah, yaitu akad
dengan menggunakan dua lafaz atau ucapan, misalnya pihak wanita menyatakan ‘“aku
nikahkan”, dan pihak laki-laki menyebutkan “aku terima”. Lihat Burhanuddin Abi al-Ma’ali, al-
Muhit al-Burhant fi al-Figh al-Imam Abt Hanifah, Juz 3, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilimiyyah,
2004), him. 5.

°Habib Tahir, al-Figh al-Maliki wa Adillatuh, Juz 3, (Bairut: Mu’assasah al-Ma’arif,
2005), him. 183.

®Imam al-Ghazali, al-Wasit..., him. 3: Bandingkan Khatib al-Syarbini, Mughni al-
Muhtaj ila Ma'rifah Ma’ant al-Faz al-Minhaj, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ulumiyyah,
2000), hlm. 200: Lihat juga, Malibari al-Fannani al-Syafi’1, Fath al-Mu’in bi Syarh al-‘Ain bi
Muhimmat al-Din, (Bairut: Dar ibn Hazm, 2004), him. 444,

"“Usman bin Ahmad, Hidayah al-Raghib, Juz 3, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2007),
him. 173.
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senggama. Hal ini menurutnya didasari oleh makna asal nikah memang
bersenang-senang dan bersenggama. Akadnya pun dilakukan untuk menghalal-
kan hubungan senggama tersebut.® Dalam pengertian yang lebih luas, dapat
dilihat dari definisi yang diberikan oleh Muhammad Abt Zahrah sebagai
berikut:

Boim oo LagalSI Lo Ity Ladglasy 311y o)l o 5l 7> iy s
by e ade Loy

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan
mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan
tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan
pemenuhan kewajiban masing-masing.

Rumusan yang tampak mirip dinyatakan oleh ‘Abd al-Wahhab al-
Khallaf:

@fil\ PN gp J;yip il e Ay JfCM\ J> Ly e gn
Uiade Sl a5 s L IS et

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk
bersenang-senang tidap kedua suami isteri hingga akhir sebagainya
disyariatkan, dan bagi keduanya terdapat hak-hak yang mesti dipenuhi
dan kewajiban-kewajiban di atasnya.

Mencermati dua pengertian terakhir, dapat ditarik satu definisi bahwa
nikah tidak semata akad yang dapat menghalalkan senggama, tetapi ia juga
berbetuk akad yang mengikat antara suami dan isteri dalam kerangka

pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing. Definisi semacam ini lebih

8Lihat, Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2009), him. 19: Wahbah al-Zuhaili, Figh Islam: Pernikahan, Talak,
Khulu’, lla’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah, (Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 39.

*Muhammad Abii Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Madinah: Dar al-Fikr al-Arabi,
tt), him. 17: Rumusan di atas juga dikutip dalam Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, Cet.
3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him. 9.

YAbd al-Wahhab al-Khallaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Syari’ah al-
Islamiyyah, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), him. 5.
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luas dan mencakup bagian-bagiannya, yaitu sebagai akad, untuk bersenang-
senang dan bersenggama, menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban
masing-masing. Untuk melengkapi definisi yang ada, penulis merasa perlu
untuk membubuhkan definisi nikah dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 2 disebutkan: “Perkawinan menurut
hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan
ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah”. Untuk itu, dapat disimpulkan, nikah adalah peristiwa hukum berupa
akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam
hubungan suami dan isteri dan terikat di antara keduanya masing-masing hukum

berupa hak dan kewajiban.

2.2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam agama Islam merupakan syariat Allah Swt.™
Pernikahan sangat terkait dengan hukum penciptaan manusia yang berpasang-
pasangan, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan. Di antara keduanya diberikan
naluri seksual, sehingga penyalurannya membutuhkan aturan syarak berupa
lembaga pernikahan. Jauh dari itu, pernikahan dipandang sebagai ibadah karena
ia bagian dari sunnah Rasulullah saw. Bahkan, dalam banyak ayat Alquran dan
hadis-hadis ditemukan semacam perintah atau paling tidak mengandung anjuran
untuk menikah.

Di antara dalil-dalil yang relevan yaitu Alquran surat al-Nisa’ ayat 1:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

\wahbah al-Zuhaili, Figh Islam..., him. 42.
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menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa’: 1).

Ayat tersebut di atas berhubungan dengan penciptaan manusia
berpasang-pasangan, di dalamnya Allah menciptakan perempuan menjadi isteri
dan begitu sebaliknya, serta memperoleh keturunan dari penrikahan tersebut.
Pada asasnya, keinginan untuk berketurunan sebenarnya bukan hanya dimiliki
oleh manusia saja, tetapi untuk semua jenis makhluk hidup. M. Ali Hasan
menyatakan, semua manusia yang sehat jasmani dan rohani, bahkan hewan
sekalipun memiliki naluri dan menginginkan hubungan seks sebagai upaya
memperoleh keturunan.'? Untuk itu, pernikahan adalah salah satu lembaga yang
cocok dijadikan media untuk memperoleh keturunan, ini juga menandakan
pernikahan disyariatkatkan dalam Islam. Dalil lainnya yang relevan dan sangat

familiar dalam tema pernikahan ditemukan dalam surat al-Rtim ayat 21:

a

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rim: 21).

Ayat di atas juga menyebutkan bahwa Allah Swt menciptakan
perempuan sebagai isteri dan sebaliknya. Hal ini agar keduanya mendapatkan
ketenangan hidup, saling kasih sayang antara keduanya yang menjadi tujuan

umum pernikahan.*® Selain itu, juga merujuk pada dalil surat al-Nar ayat 32:

2M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga di dalam Islam, Cet. 2, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2006), him. 18.

Bsayyid Sabig, Figh Sunnah, (Terj: Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Ali’tishom, 2012),
him. 23.
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Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Nar: 32).

Menurut Ibn Jarir, Ibn Munzir, Ibn AbT Hatim, dan Ibn ‘Abbas, seperti
dikutip oleh Imam al-Suyiiti, ayat di atas mengandung pengertian bahwa Allah
Swt memerintahkan melakukan pernikahan, hal ini dilakukan sebagai bentuk
ibadah. Imam al-Syafi’t seperti dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili juga
menyebutkan ayat di atas sebagai dalil tentang ketentuan hukum bolehnya
seorang wali menikahkan perempuan yang sendirian dan telah baligh serta atas
ridhanya. Hal ini sebagai ketentuan yang telah ditetapkan bagi para wali.**
Mengenai hukum nikah tersebut, Imam al-Nawawi berpendapat hukum asal
pernikahan adalah ja iz (dibolehkan) dan disyariatkan dalam agama Islam.™ Hal
ini berarti pernikahan menjadi syariat dalam Islam dan perintahnya secara
langsung langsung diperoleh melalui tekstual Alquran.

Dalil kedua adalah hadis-hadis Rasulullah saw yang menyatakan
pernikahan adalah sunnah beliau. Di antara dalil hadis tersebut yaitu riwayat Ibn
Majah dari Abdullah bin Amir:

8
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Y“Imam Jalal al-Din al-Suyiti, al-Durr al-Mansiir fi al-Tafsir al-Ma sir, Juz 6, (Bairut:
Dar al-Fikr, 2011), him. 188: Bandingkan, Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al- ‘Aqidah
wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), him. 567.

YImam al-Nawawi, Kitab al-Majmii’ Syarh al-Muhazzab, Juz 17, (Jeddah: Maktabah
al-Irsyad, tt), him. 198: Abd. Rahman Ghazali, Figh Munakahat..., him. 16.
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Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amir bin Zurarah
berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al A'masy
dari Ibrahim dari Al Qamah bin Qais ia berkata, "Aku Pernah bersama
Abdullah bin Mas'ud di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin
Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada
Abdullah bin Mas'ud, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan
seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa
yang telah engkau lupakan?" ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa
dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat
kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. la mengatakan,
"Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian
yang telah memiliki ba’ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu
lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum
mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya. (HR.
Ibn Majah).

o

Hadis di atas secara eksplisit menyebutkan bagi orang yang mampu
untuk menikah. Istilah :Gil dalam hadis di atas mengandung dua pengertian,
yaitu mampu secara lahir dan secara batin. Mampu lahir bermakna mampu
untuk membiayai wanita yang akan dinikahi, sementara batin yaitu mampu
untuk melakukan hubungan jimak.'” Jika tidak mampu maka harus berpuasa.
Ibn Hazm menyebutkan harus banyak berpuasa.’® Fokus hadis tersebut adalah
pernikahan adalah satu syariat dan menjadi sunnah Rasulullah saw. Hadis

lainnya yaitu riwayat Tirmizi dari Sufyan bin Waki’:

*|bn Majah al-Qazwini, Sahih Sunan Ibn Mdjah, Juz 2, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif
li Nasir wa al-Taz1’, 1997), hlm. 277.

Y Amru Harahap, Ikhtiar Cinta, (Jakarta: Qultum Media, 2009), him. 43.

lbn Hazm, al-Muhalla bi al-Asar, Juz 9, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Tlmiyyah, 2003),
him. 3.
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Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan
kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al Hajjaj dari Mahkul dari Abu Asy
Syimal dari Abu Ayyub berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda: "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai
wewangian, siwak, dan nikah. (HR. Tirmizi).

Hadis-hadis yang senada juga ditemukan misalnya perintah Rasulullah
agar menikahi wanita yang sehat dan mempunyai banyak keturunan, perintah
untuk menikah karena bagian dari penyempurnaan agama, serta menikah adalah
sunnah Rasul, bagi yang tidak menyukainya bukan golongan Rasulullah saw.
makna-makna hadis semacam banyak ditemukan dalam hadis tentang
pernikahan. Inti yang hendak dibangun dan perlu dicermati dari hadis-hadis
Rasulullah tersebut yaitu adanya anjuran untuk melangsungkan pernikahan dan
ia masuk dari dalam sunnah dan syariat rasul.

Selain Alguran dan hadis, dasar hukum pensyariatan nikah adalah ijmak
ulama. Ibn Qudamah menyebutkan: glea¥! 5 daudl 5 QUSH Sl e g pia (& Jual))
artinya: “hukum asal disyariatkannya nikah adalah kitab (Alquran), sunnah, dan
ijmak”.? Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat ditarik beberapa poin penting.
Pertama, bahwa pernikahan adalah syariat yang dianjutkan untuk dikerjakan
karena bagian dari sunnah Rasulullah saw. Kedua, pernikahan dijadikan sebagai
satu-satunya lembaga yang diakui sebagai media dan sarana penyaluran seksual
serta media berketurunan yang sah. Ketiga, ketetapan nikah dalam hukum Islam

didasari oleh Alguran, hadis, dan ijmak kaum mulimin. Mengacu pada tiga poin

YAbi “Isa al-Tirmizi, al-Jami’ al-Tirmizi, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998),
him. 337.

“Ibn Qudamah, al-Mughni Syarh al-Kabir, Juz 7, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt),
hlm. 334: Imam al-Mawardi juga menyebutkan bahwa Allah Swt membolehkan nikah
berdasarkan nas dalam Alquran, ditegaskan dalam hadis dan ijmak umat Islam. Lihat, Imam al-
Mawardi, al-Hawt al-Kabir, Juz 9, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Timiyyah, 1994), him. 3.
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ini, maka nikah mendapat legitimasi hukum yang kuat dalam Islam. Nikah di
samping sebagai sarana penyaluran seksual, namun jauh dari itu ia merupakan
bagian dari ibadah kepada Allah Swit.

2.3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Penentuan rukun dan syarat nikah dalam perspektif fikih masih
ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Benyak mensinyalir bahwa
perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan dalam merumuskan definisi
rukun nikah itu sendiri. Mazhab Hanafi menyatakan rukun adalah bagian dari
sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada tanpanya (rukun).* Pemaknaan
semacam ini berpengaruh terhadap unsur apa saja yang masuk dalam rukun
nikah. Istilah “bagian dari sesuatu” sebagaimana rumusan tersebut memberi
indikasi hanya ijab dan qgabul sajalah yang menjadi rukun nikah, karena
pernikahan tidak akan ada ketika ijab kabul tersebut tidak ada. Rumusan
tersebut juga mengandung pengertian unsur lainnya seperti pihak laki-laki,
pihak permepuan, wali, dan saksi hanyalah pelengkap dan menjadi syarat nikah.

Sedangkan menurut selain mazhab Hanafi, rukun itu adalah apa yang
harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik ia merupakan bagian
darinya maupun tidak.”* Rumusan ini menunjukkan hal-hal yang membentuk
akad nikah semuanya menjadi rukun nikah, seperti ijab gabul, pihak laki-laki,
perempuan, wali, saksi, ada juga yang memasukkan mahar di dalamnya. Semua
unsur ini dapat menggambarkan wujud akad nikah. Terlepas dari perbedaan
tersebut, pembahasan ini secara umum akan memuat unsur-unsur penting dalam

akad nikah dan syarat-syaratnya.

ZAbdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Terj: Harits
Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), him. 33.

22Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum..., him. 33: Lihat juga, Wahbah
Zuhaili, Figh al-Islam..., him. 45.
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2.3.1. ljab Qabul

ljab gabul atau disebut juga dengan sighah akad nikah merupakan unsur
penting dalam pernikahan. Sighat cukup dengan perkataan wali (ijab) “saya
nikahkan engkau dengan si fulanah (nama pengantin perempuan) atau saya
nikahkan engkau dengannya. Pengantin laki-laki berkata (gabul) dengan
perkataannya ““saya mengawininya” atau ‘“saya menikahinya” atau “saya terima
kawin” atau “saya rela menikahinya” atau “saya rela dengan pernikahan ini”.%
Pembahasan ini sebenarnya cukup luas dan didalamnya memiliki perbedaan
pendapat. Namun, ucapan ijab dan gabul secara umum seperti beberapa redaksi

tersebut.

2.3.2. Laki-Laki dan Perempuan yang Menikah

Laki-laki disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah
baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Orang (laki-laki) yang kehilangan
kecakapan karena gila, rusak akal, atau di bawah umur tidak sah melakukan
akad. Kemudian laki-laki tersebut disyaratkan harus beragama Islam dalam arti
sekufu’ dengan perempuan dalam masalah agama.** Bagi perempuan
disyaratkan harus halal untuk dinikahi, tidak mempunyai suami dan tidak sedang
menjalani masa idah, harus jelas (ada orangnya). Hal terpenting yaitu harus jelas
bahwa keduanya memiliki jenis kelamin yang berbeda. Karena, pernikahan

sejenis tidak diakui dalam Islam.*

2.3.3. Wali dan Saksi
Wali di sini yaitu wali pihak perempuan. Wanita tidak boleh menikah
tanpa wali, kecuali orang seorang janda. Bagi perempuan gadis, ia wajib

dinikahkan oleh walinya. Wali merupakan rukun nikah yang wajib ada dalam

»Ahmad bin ‘Umar al-Dairabi, Figih Nikah: Panduan untuk Pengantin, Wali dan
Saksi, (Terj: Heri Purnomo dan Saidul Hadi), (Jakarta: Mustagiim, 2003), him. 140.

**Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan
PeNA, 2010), him. 50.

*Hamid Sarong, Hukum Perkawinan..., him. 50.
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akad nikah berdasarkan beberapa riwayat hadis, salah satu di antaranya riwayat
Tirmizi dari Qutaibah bin Sa’id:
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Dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: "Tidak ada
(tidak sah) nikah kecuali dengan wali." Demikian juga Ibnu Abbas

memfatwakan sesudah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa tidak ada
nikah kecuali dengan wali. (HR. Tirmizi).

Ulama dari kalangan mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali berpendapat
bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak
mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada
pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya,
begitu juga sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang
wali. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh
dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukannya
akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Akan tetapi suami yang
dipilihnya harus sekufu’ dengan dirinya dan mahar yang akan diberikan kepada
dirinya tidak boleh kurang dari mahar mitsil. Wali dapat meminta pembatalan
perkawinannya kepada qadhi bila tidak sekufu’ dengannya dan maharnya
kurang dari mahar mitsil.?’

Adapun saksi yaitu orang yang bisa mendengar, melihat, dua orang, dan
syarat lainnya yang berlaku bagi wali, seperti beragama Islam. Menurut Aba
Ja’far, seperti disebutkan oleh Imam al-Razi al-Jassas, Syarat saksi yaitu

merdeka, muslim, baligh, dua orang atau banyak, atau satu orang laki-laki

% Abi “Isa al-Tirmizi, al-Jami’ al-Tirmizi, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998),
him. 349,

“"Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab: Ja fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,
Hanbali, Cet. 6, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), him. 245,
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dengan dua orang perempuan.?® Dalam mazhab Syafi’i, saksi disyaratkan harus

adil.”® Dalilnya adalah hadis riwayat:

ﬂ:éd M;-s 13 AT u»ﬁd\dmdw\ %ol Bis
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Telan mencerikatan kepada kami Abu Zarr Ahmad bin Muhammad bin
Abi Bakr, bercerita kepada kami Ahmad bin Husain bin ‘Abbad al-
Nasa’i, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid bin Sinan
dari ayahnya dari Hisyam bin ’Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah:
‘Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah
tanpa wali dan dua saksi yang adil. (HR. Daruqutni).

Saksi dan wali penting untuk hadir pada saat akad nikah dilangsungkan.
Jika tidak ada wali atau saksi, maka pernikahan masuk dalam pernikahan rahasia
(sirt). Menurut Imam Malik, pernikahan yang disembunyikan tidak dibolehkan,
sebab nikah yang seperti ini adalah termasuk nikah rahasia (nikah siri). Nikah
siri yang dapat dibatalkan ini sesuai dengan riwayat atsar sahabat, yaitu
pendapat Umar ibn Khattab, di mana ada pengaduan kepada Umar ibn Kattab
tentang pernikahan seseorang yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan
seorang perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik dalam

kitan al-Muwata * sebagai berikut:**

®Imam al-Razi al-Jassas, Syark al-Mukhtasar al-Tahawt fi al-Figh al-Hanafi, Juz 4,
(Madinah: Dar al-Siraj, 2010), hlm. 243.

2Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum..., him. 35.

®Daru Qutni, Sunan Daru Quini, (Pakistan: Dar Islmamiyyat, 2015), hlm. 3066.

#Imam Malik bin Anas, al-Muwaza’ li al-Imam al-A’immah wa ‘Alim al-Madinah,
(Madinah: Dar al-Hadis, 1992), him. 446-447.



28

Dari Malik dari Abu al-Zubair al-Maki berkata, “Pernah dihadapkan
kepada Umar Ibn Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh
seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata: “Ini adalah
nikah siri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya,
niscaya saya akan merajamnya”. (HR. Malik).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan dalam
hukum Islam mempunyai unsur-unsur penting yang wajib dipenuhi. Ini
menandakan peristiwa pernikahan dilakukan dengan akad yang sakral, tidak
boleh merahasiakan. Unsur-unsur penting pernikahan tersebut yaitu ibab gabul,
laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan pernikahan, kesediaan wali

perempuan, dan dua orang saksi atau lebih.

2.4. Larangan-Larangan Pernikahan

Sebelumnya telah disebutkan adanya anjuran untuk menikah dan nikah
sendiri bagian dari ibadah karena masuk dalam sunnah Rasulullah saw. Namun,
pelaksanannya harus memenuhi beberapa ketentuan. hal ini menunjukkan bahwa
hukum pernikahan dalam Islam merupakan syariat bersyarat dan memiliki
ketentuan yang ketat. Salah satunya mengenai larangan-larangan pernikahan.

Maksud larang pernikahan di sini diarahkan pada batasan-batasan yang harus

*Imam Malik bin Anas, al-Muwasa ..., him. 446-447: Dalam kitab al-Mudawwanah,
Imam Malik menyebutkan nikah tanpa para saksi merupakan nikah batil. Lihat, Imam Malik bin
Anas, al-Mudawwanah al-Kubra, Juz 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), him. 127. lbn
Taimiyah menyatakah: 4a¥) Gl Jhl 1S 138 S0 WSy 2568 Yy s Db Leadsi 13, Apabila
pernikahan dilaksanakan tanpa menyertakan wali dan saksi-saksi, dan keduanya bermaksud
menyembunyikan pernikahan tersebut maka pernikahan ini batal sesuai dengan kesepakatan
ulama: Ibn Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra, Juz 3, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Tlmiyyah, 1987), him.
119.
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dihindari oleh masing-masing ketika ingin menikah. Dalam literatur fikih

munakahat biasanya diberi tema perempuan-perempuan yang haram dinikahi.*
Secara umum, larangan pernikahan tersebut ada dua, yaitu larangan yang

bersifat selamanya dan larangan bersifat sementara.>* Ketentuannya ditemukan

dalam surat al-Nisa’ ayat 22-24:
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Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya
perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang
ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-
saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-
laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;
ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-

®|_ihat, Amir Syarifuddin, Hukum..., him. 109.
%A, Hamid Sarong, Hukum Perkawinan..., him. 59.
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ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu
dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur
dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa
kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua
perempuan Yyang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa
lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang
demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini
bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya
(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi
kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah
menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa’: 22-24).

Ayat di atas mengandung informasi hukum larangan menikahi permpuan
untuk selamanya dan untuk sementara. Larangan untuk selamanya disebabkan
karena hubungan nasab, seperti ibu, anak, dan saudara senasab, kemenakan dan
bibi. Kemudian larangan karena sepersusuan seperti ibu, ibunya ibu susuan,
saudara susuan. Kemudian larangan semenda seperti mertua, menantu. Terakhir
yaitu larangan karena sumpah li’an. Imam al-Mawardi menyebutkan, jika
sumpah li’an telah sempurna antara suami isteri yang menuduh berzina, maka
keduanya wajib untuk dipisahkan dan diharamkan keduanya untuk
berhubungan.® Adapun larangan yang sifatnya sementara yaitu:*

1. Mengumpulkan dua perempuan bersaudara

2. Perempuan yang merupakan isteri orang lain atau masih dalam masa
idah

3. Perempuan (isteri) ditalak tiga kali kecuali perempuan (isteri) tersebut
sudah menikah dengan laki-laki lain. pernikahannya bukan karena nikah
muhallil, kerena nikah jenis ini masik dalam jenis nikah yang batal dan
haram.*’

4. Perkawinan orang yang sedang ihram

*Imam al-Mawardi, al-Igna’ fi al-Figh al-Syafi 7, (Iran: Dar Thsan, 2000), him. 158.

*A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan..., him. 63-67.

*Ibn Qudamah menyatakan nikah mujallil haram dan batil. Lihat, Ibn Qudamah,
Mughni..., him. 574,
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5. Menikahi laki-laki atau perempuan zina
6. Menikahi perempuan musyrik sebelum bertaubat dan masuk Islam

Enam kriteria di atas merupakan larangan bersyarat. Artinya, selama hal
yang menghalangi pernikahan masih ada, maka seorang laki-laki tidak boleh
menikahi wanita tersebut. Misalnya, perempuan yang sedang ihram tidak boleh
dinikahi kecuali tidak lagi berihram. Demikian juga laki-laki dan permpeuan
berzina, sebelum bertaubat maka seseorang tidak boleh menikahinya. Dengan
demikian, dapat dinyatakan bahwa untuk larangan pernikahaan sementara,
berlaku ketika syarat larangannya masih ada maka diharamkan melakukan
pernikahan. Berbeda dengan larangan selamanya, hal ini mutlak diharamkan

hingga kapanpun.
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ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM AL-SYAFI’I
DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG
HUKUM PERKAWINAN AKIBAT
HAMIL DI LUAR NIKAH

3.1. Profil Imam al-Syafi’t dan Imam Ahmad Bin Hanbal
1. Profil Imam al-Syafi’1

Imam al-Syafi’t merupakan seorang tokoh fenomenal, ulama besar, dan
masyhur dikenal di berbagai belahan dunia. Bagi kalangan akademisi, praktisi
hukum Islam, dan masyarakat awam umumnya boleh dikatakan secara
keseluruhan mengenai nama beliu. Beliau dikenal dengan sebutan Imam al-
Syafi’1.

Nama lengkap beliau ada yang berpendapat hingga bernasab sampai
Nabi Ibrahim As., ada juga menyebutkan hingga Abd Manaf, bagi yang
menyatakan hingga Abd Manaf, maka nama Imam al-Syafi’i yaitu Abu
‘Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘USman bin Syafi’ Ibn al-
Sa’ib bin ‘Ubaidillah bin ‘Abd Yazid bin Hasyim bin al-Mutallib bin ‘Abd
Manaf.! Sementara bagi yang menyatakan hingga sampai Nabi Ibrahim As.,
maka nama beliau ditambah ‘Abd Manaf Ibn Qusay bin Kilab bin Murrah bin
Ka’ab bin Law’1 bin Ghalib bin Fahr bin Malik Ibn al-Nadr bin Kinanah bin
Khuzaimah bin Madrakah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma’ad bin ‘Adnan
bin Ad bin Udadi bin Hamaisa’ bin Yaskhab bin Bait bin Salaman bin Haml bin
Qaidar bin Isma’1l bin Ibrahim Khalilurahman.? Dari literatur yang ada, nama
Imam al-Syafi’T yang populer digunakan yaitu hingga ‘Abd Manaf, meskipun
tidak boleh dinafikan ada yang menyebutkan hingga Nabi Ibrahim As.

'Ali Masrur dalam Abu Ahmad Najieh, Fikih Mazhab Syafi’i, Cet. 2, (Bandung: Marja,
2018), him. 30: Lihat juga, Wahbah Mustafa al-Zuhaili, al-Mu 'tamad fi al-Figh al-Syafi i, (Terj:
Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), him. xv.

*Yahya bin Ibrahim al-Salmani, Kitab Manazil al-A’immah al-Arba’ah: Abi Hanifah
wa Malik wa al-Syafi T wa Ahmad, (Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422), him. 198.

32
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Imam al-Syafi’T merupakan pencetus atau pelopor mazhab dan aliran
Syafi’iyyah, khususnya dalam bidang fikih (baca: hukum Islam). la lahir di
Ghaza (al-Ghazah), Palestina, bertepatan yakni pada tahun 150 H atau
bertepatan dengan tahun 767 M, yaitu tahun di mana Imam Abi Hanifah
meninggal dunia.®> Boleh dikatakan bahwa Allah Swt., menutup satu jalan
riwayat ilmu yang luhur dari seorang ulama besar dan menggantinya dengan
riwayat ilmu lainnya dengan ketokohan dan keilmuan yang luas pula. Selepas
kelahirannya, Imam al-Syafi’1 di bawa ke Mekkah dan tumbuh besar di sana. Di
Mekkah, beliau telah menerima berbagai ilmu dan belajar fikih dari Muslim al-
Zanji dan lain-lain. Sementara awal ia menerima hadis dari ayahnya, kemudian
Muhammad bin Ali, Imam Malik, dan ulama Mekkah terkemuka lainnya.
Sebagai seorang ulama besar, diawali dengan kegemarannya menuntut ilmu dan
memulai perjalan ke berbagai negeri Islam, dan ia dikenal dengan nasir al-
sunnah “pembela sunnah”.*

Perjalan keilmuan beliau dimuali pada usia 20 tahun ke Madinah.
Setelah itu, karena di Irak merupakan basis keilmuan mazhab Hanafi, ia pergi ka
Irak dan memperoleh ilmu dari ulama-ulama Irak. Dalam konteks ini, Imam al-
Syafi’1 perenah berkata kepada Imam Malik sewaktu di Madinah, “Saya ingin
pergi ke Irak untuk menambah ilmu”. Setelah di Irak, Imam al-Syafi’1 kemudian
melakukan perjalan ke negeri Persia dan sekitarnya, kemudian kembali ke
Madinah, pergi lagi ke Yaman, kembali ke Mekkah, perjalaan ke Baghdad, dan
terakhir ke Mesir. Di mesir kemudian beliau menggal dunia dan dimakamkan di
sana.’ la meninggal pada tahun 204 H. Masa hidup hingga meninggalnya Imam
al-Syafi’T merupakan tepat pada masa Daulah Abbasyiah.® Perjalanan keilmuan

ke beberapa wilayah tersebut di atas memang tidak dapat disebutkan secara

*Muhammad Abt Zahrah, al-Syafi’i: Hayatih wa ‘Isruh Ara’uh wa Fighuh, (Bairut:
Dar al-Fikr al-*Arabi, 1978), him. 14.

*Ali Masrur dalam Abu Ahmad Najieh, Fikih..., him. 31.

*Abu Ahmad Najieh, Fikih..., hIm. 30-38.

®Yasuf Umar al-Qawasimi, al-Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi’1, (Yordania: Dar
al-Nafa’is, 2003), hlm. 25.
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rinci, namun i ’tibar yang dapat diambil bahwa Imam al-Syafi’1 adalah sosok
ulama yang gigih, haus ilmu, dan cenderung memiliki rasa kepedulian terhadap
Islam dan ajarannya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Imam al-Syafi’t menunut ilmu
ke Irak sebagai basis mazhab Hanafi dan di Manidah sebagai basis mazhab
Maliki. Riwayat yang membicarakan Imam al-Syafi’l menyebutkan bahwa
beliau adalah ulama pembela sunnah yang pada waktu itu barangkali banyak
yang mengingkari sunnah atau boleh jadi karena ia memperhitungkan hadis-
hadis dengan riwayat ahad sebagai dalil dan rujukan hukumnya yang tidak
dipakai oleh banyak ulama masa itu. Imam al-Syafi’1 juga menghargai ulama
ahl ra’yi dan mencari ilmu dari ulama ahl ra’yi di negeri Irak sebagai jalan
memahami - kesempurnaan ilmu-ilmu ke-Islaman.” Oleh sebab itu, tidak
berlebihan jika dikatakan Imam al-Syafi’t seorang ulama dengan pemahaman
dua sisi aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas
dan menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara
ahl al-hadis dan ahl ra’yi. Di mana di Hijaz beliau mendapat sumber ilmu dari
ahl al-hadis sementara di Irak beliau mendapat sumber ilmu dari akl ra yi.

Sebagai ulama besar, pendapat-pendapat Imam al-Syafi’l banyak
tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia seperti Indonesia,
Malaysia, Brunei dan Selatan Thailand. Pendapat Imam al-Syafi’1 berkembang
dalam dua pendapat, yaitu gqaul gadim dan gaul jadid. Pendapat gqaul gadim
Imam al-Syafi’1 ber-kembang sewaktu berada di Hijaz dan Irak, sementara qaul
jadid berkembang swaktu di Mesir. Imam al-Syafi’t memiliki banyak guru, di
antaranya:®

a. al-Majisyun
b. Imam Malik

"Wahbah Mustafa al-Zuhaili, al-Figh al-Syafi 7 al-Muyassar, (Terj: Muhammad Afifi
dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), him. 1.

%Wahbah Mustafa al-Zuhaili, al-Figh..., hIm. 2: Lihat juga dalam, Maulana Muhammad
Ali, The Religion of Islam, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil
Islamiyah, 2016), him. 100-101.
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c. Isma’1l bin Ja’far
d. Ibrahim bin Yahya.
e. Muhammad bin Al1

Sementara itu, beliau juga mempunyai banyak murid yang populer dan
masyhur dikenal namanya hingga saat ini, di antara murid-murid beliau yang
meriwayatkan pendapat Imam al-Syafi’T jalur gaul gadim yaitu:’

Abiu Siir, w. 240 H

Husain bin Al1, w. 240 H

Hasan bin Ibrahim, w. 260 H
Ahmad bin Hanbal, w. 240 H
Ibn Zubair al-Humaidi, w. 219 H

®o0 o

Adapun murid beliau yang meriwayatkan qaul jadid adalah:*

Ibn Yahya al-Buwaiti, w. 231 H
Ibn Yahya al-Muzani, w. 264 H
c. Ibn Sulaiman al-Muradi, w. 270 H.

oo

Buah karya Imam al-Syafi’1 tertuang dalam beberapa literaturnya, di
antaranya:**

a. Kitab: “al-Umm”.
b. Kitab: “al- Tmla ™.
c. Kitab: “al- ‘Amali”.
d. Kitab: “al-Risalah”.

Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab al-Syafi’1 di
antaranya adalah:*?

Kitab: “al-Muhazzab” karya al-Syirazi.

. Kitab: “Nihayah al-Mu/taj” karya al-Ramli.

Kitab: “Tukfah al-Muhtaj” karya al-Haitami.

. Kitab: “al-Hawri al-Kabir” karya al-Mawardi.

Kitab: “Mughni al-Mu/taj” karya al-Syarbin.

Kitab: “Nihayah al-Mugallib” karya al-Juwaini.

Kitab: “Khabaya al-Zawaya” karya al-Zarkasyi.

Kitab: “Majmii’ Syarh al-Muhazzab” karya al-Nawaw.

Kitab: “al-Tahzib fi Figh al-Imam al-Syafi’1” karya al-Baghaw1.

—S@ o ooow

°Ali Masrur, dalam, Abu Ahmad Najieh, Fikih..., him. 30-38: Lihat juga, Yasuf Umar
al-Qawasimi, al-Madkhal..., him. 27.
10y ;
Ibid.
"bid.
“Ibid.
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J. Kitab: “al-Muharrar fi Figh al-Imam al-Syafi i’ karya al-Rafi’1.
K. Kitab: “al-Wajij fi Figh Mazhab al-Imam al-Syafi 7’ karya al-Ghazali

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang
berisikan pendapat fikih dalam mazhab al-Syafi’i. Sehubungan dengan itu,
pemaparan pendapat Imam al-Syafi’1 tentang hukum pencurian dan dan nisab
barang curian secara khusus dinukil dari kitab “al-Umm”, “Tafir al-Imam al-
Syafi’1”, “Musnad al-Imam al-Syafi’1”’, “al-Sunan” sebagai sumber pokok, juga
diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab al-Syafi’1 lainnya, di antaranya
kitab yang telah disebutkan pada poin di atas yang penulis anggap relevan

dengan penelitian ini, baik dalam bentuk terjemahan maupun kitab asli.

2. Profil Imam Ahmad Bin Hanbal

Pendiri mazhab Hambali yaitu Imam Ahmad Bin Hanbal. Beliau adalah
salah satu imam empat mazhab. Nama beliau dengan jalur nasabnya yaitu
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris.® Dalam kitab
al-Musnad karangan Imam Ahmad Bin Hanbal, disebutkan nama lengkap beliau
adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris
bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasit bin Mazin
bin Syaiban bin Zuhlun bin Sa’labah bin ‘Ukabah bin Sa’b bin ‘Ali bin Bakr bin
Wa’ll, Imam Abdullah al-Syaibani.’* Nama panggilan beliau adalah Aba
Abdillah al-Syaibani. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi’ul
Awwal tahun 164 Hijriyah.™

la adalah keturunan Arab dari suku banu Syaiban, sehingga diberi lagab
al-Syaibani. Diberi julukan Abi Abdillah. Kakeknya, Hanbal 1bn Hilal adalah

BAbdul Aziz al-Syinawi, al-A’immah  al-Arba’ah: Hayatwhum Muwagifuhum
Ard’ahum, (terj: Abdul Majid, dkk), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), him. 643.

Y“Ahmad bin Hanbal, al-Musnad li al-fmam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, (terj:
Fathurrahman Abdul Hamid, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), him. 70.

SAbd al-Muhsin al-Taraki, al-Mazhab al-Hanbali: Dirasah fi Tarikhih wa Samatih wa
Asyhar A’lamih wa Mu allifatih, Juz 1, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2002), hlm. 25: Lihat
juga dalam, Abdul Aziz al-Syinawi, al-4’immah..., him. 643: Lihat juga, Muhammad Abu
Zahrah, Ibn Hanbal: Hayatih wa ‘Isruh Ara’uh wa Fighuh, (Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1978),
him. 14.
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Gubernur Sarakhs pada saat Dinasti Abbasiyah aktif menentang dinasti
‘Umayyah di Khurasan. Ayahnya bernama Muhammad, dan ibunya bernama
Safiyah binti Maimunah binti ‘Abd al-Malik al-Syaibani.*® Ketika Imam Ahmad
masih kecil, ayahnya berpulang ke rahmatullah dengan hanya meninggalkan
harta pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Semenjak ayahnya meninggal,
ibu tidak menikah lagi meskipun ia masih muda dan banyak lelaki yang
melamarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar ia bisa menfokuskan
perhatian kepada Imam Ahmad sehingga bisa tumbuh sebagaimana yang ia
harapkan. Imam Ahmad adalah anak tunggal, dibesarkan di Baghdad dan
mendapatkan pendidikan awalnya di kota tersebut hingga usia 19 tahun.

Pada tahun 183 H, Imam Ahmad pergi ke beberapa kota dalam rangka
mencari ilmu. Dia pergi ke Kuffah pada tahun 183 H, kemudian ke Basrah pada
tahun 186 H, ke Makkah pada tahun 187, dilanjutkan ke Madinah, ke Yaman,
Syria dan Mesopotamia pada tahun 197 H. Selama perjalanan keilmuannya,
Imam Ahmad memusatkan perhatiannya untuk mencari hadis, sehingga ia
dikenal sebagai salah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Islam yang
menguasai ilmu hadis sekaligus hukum.

Imam Ahmad menikah dan memiliki dua orang putra yang terkenal
dalam bidang hadis yaitu Salih dan Abdullah. Kedua putranya banyak menerima
hadis dari sang ayah dan memasukkan sejumlah hadis kedalam kitab Musnad
ayahnya. Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad.
Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh
dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh
dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Sebagai ulama besar, beliau juga
memiliki beberapa guru dan murid. Adapun guru-guru beliau adalah:*’

1. Husyaim
2. Abd al-Razzaq

Abdul Karim, “Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya”. Jurnal:
“Riwayah”, Volume 1, Nomor 2, (September 2015), him. 353-357.
" Ahmad bin Hanbal, al-Musnad..., him. 71.
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Yahya al-Qattan

Ibrahim bin Sa’ad

Sufyan bin ‘Uyainah

Isma’1l bin ‘Ulayyah.

Jarir bin ‘Abd al-Hamid

Muhmmad bin Idris al-Syafi’1 (Imam al-Syafi’1)

Adapun murid-murid beliau adalah:®

Nasa’1

Tirmizi

Muslim

Bukhart

Ibn Majah

Abi Dawud

Salih bin Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Ahmad bin Hambal
(putra Imam Ahmad bin Hambal).

Imam Ahmad seorang ilmuwan yang produktif. Dia banyak menulis

kitab-kitab, di antaranya adalah:™

—FT T SQ o0 o

Kitab: “al-"Ilal”.

Kitab: “al-Zuhd”.
Kitab: “Musnad”.
Kitab: “al-Imam”.
Kitab: “al-Tafsir”.
Kitab: “al-Masa’il”.
Kitab: “al-Fara'id”.
Kitab: “al-Manasik”.
Kitab: “al-Asyribah”.
Kitab: “Ta’at al-Rasul”.

. Kitab: “Fada ‘il al-Sahabah”.

Kitab: “al-Nasikh wa al-Mansiukh”.
Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab Hanbali di

antaranya adalah:*

a. Kitab “al-Furi ™ karya Ibn Muflih
b.
c
d

Kitab: “Mukhtas /bn Tamim” karya Ibn Tamim

. Kitab: “Hidayah al-Raghib” karya Sa’1d al-Najdi
. Kitab “al-Muharrah fi al-Figh” karya Ibn Taimiyah

¥ Ahmad bin Hanbal, al-Musnad..., him. 75.
¥ Abdul Karim, “Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya”. Jurnal:

“Riwayah”, Volume 1, Nomor 2, (September 2015), him. 353-357.

2 Abd al-Muhsin al-Taraki, al-Mazhab..., him. 454-459.
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e. Kitab: “Zad al-Ma’ad fr Hadr Khair al- ‘7bad” karya Ibn Qayyim

Kitab: “Raud al-Nadr Syarh Kafi al-Mubtadi” karya Ahmad al-Ba’li

g. Kitab: “al-Mughni Syarh al-Kabir”, “al-Mugni™, “al-‘Umdah”, “al-
Kafi” karya Ibn Qudamah.

=h

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang
berisikan pendapat fikih dalam mazhab Hanbali. Sehubungan dengan itu,
pemaparan pendapat Imam Ahmad tentang hukum menikah sebab hamil di luar
nikah secara khusus dinukil dari kitab “al-Musnad” sebagai sumber pokok, juga
diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab Hanbali sebagaimana disebutkan di

atas yang anggap relevan dengan penelitian ini.

3.2. Pendapat Imam Al-Syafi’t tentang Hukum Perkawainan Akibat
Hamil di Luar Nikah

Imam al-Syafi’T memiliki pandangan tersendiri tentang status hukum
perkawinan sebab wanita hamil di luar nikah. Sebelumnya pada Bab | telah
disinggung pernikahan wanita hamil luar nikah terjadi dalam dua kondisi, yaitu
wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menyetubuhinya, dan menikah
dengan laki-laki lain bukan menyebabkan ia hamil. Dua kondisi ini menurut
Imam al-Syafi’1 dilmakruhkan. Imam al-Syafi’1 tidak melihat adanya dasar yang
tegas melarang pernikahan dalam dua kondisi tersebut, baik menikah dengan
laki-laki yang bukan menggaulinya, atau dengan yang menggaulinya.

Dalam “al-Umm” bab “Nikah al-Muhaddisin” (Perkawinan orang-orang
yang berbuat mungkar), yaitu saat Imam al-Syafi’t mengutarakan hukum
menikahi wanita pezina. Imam al-Syafi’1 tidak mendapati adanya larangan dari
baik orang yang berzina menikahi sesamanya, ataupun yang baik-baik untuk
menikahi pezina. Orang yang berbuat zina tidak lantas dilarang untuk
melakukan perbuatan yang halal. Agaknya, komentar Imam al-Syafi’1 dalam
konteks ini sejalan dengan satu kaidah yang menyebutkan hukum asal nilah
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adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.?* Lebih kurang, redaksi Imam
al-Syafi’1 dalam dikutip sebagai berikut:

D9 &l 3 ey ade B Lo ) S o AV Bimgs : ailzdl J6
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“Berkata Imam al-Syafi’t. Bahwa kami telah memperoleh dalil dari
Rasulullah saw., mengenai wanita dan laki-laki yang berzina dari kaum
muslimin. Namun demikian kami tidak mengetahui Rasulullah saw.,
mengharamkan kepada salah seorang dari keduanya untuk
melangsungkan pernikahan dengan wanita yang tidak berzina atau laki-
laki yang tidak berzina. Dan kami juga tidak mengetahui Rasulullah
saw., mengharamkan hal tersebut atas salah seorang dari keduanya”.

Kutipan di atas memberi pemahaman di mana Imam al-Syafi’T dalam
konteks ini menginformasikan belum atau tidak mengetahui adanya larangan
hukum untuk menikahi wanita pezina, baik oleh laki-laki yang menzinainya atau
sama sekali laki-laki orang lain dari orang muslim. Dengan kata lian, Imam al-
Syafi’1 tidak melihat dan menemukan adanya lisan dan tindakan Rasulullah
saw., melarang pernikahan dengan wanita pezina. Barangkali, dengan ketiadaan
dasar dari Rasulullah saw., itulah Imam al-Syafi’T sampai pada satu kesimpulan
atas duagaan kuat bahwa menikahi wanita berzina atau sebaliknya tidak
diharamkan, baik antara sesama pezina atau orang lain.

Perspektif Imam al-Syafi’t dalam soal ini tidak berhenti pada hukum
menikahi wanita pezina saja, namun lebih jauh mengenai kedudukan hukum
menikah dengan kondisi wanita hamil luar nikah (hamil karena zina). Dalam
konteks ini pula, Imam al-Syafi’i mengajukan pendapat hukum tidak ada

halangan untuk menikahi wanita tersebut tanpa harus lebih dulu menunggu

“'Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm, Juz VI, (Mekah: Dar al-Wafa’, 2001), him.
28.

“Muhammad bin Idris al-Syafi’, al-Umm..., him. 28: Lihat juga dalam, Muhammad
bin Idris al-Syafi’1, Tafsir al-Imam al-Syafi 7, (Tahqiq: Ahmad bin Mustafa al-Farran), (Riyadh:
Dar al-Tadmuriyyah, 2006), him. 1113.
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melahirkan anak yang dikandungkan. Hal ini telah dinukil oleh al-Syairazi
dalam “al-Muhazzab”,*® bahwa baik laki-laki yang menghamili ataupun yang
tidak menghamili dibolehkan menikahinya. Dijelaskan bahwa Imam al-Syafi’t
memandang pernikahan tersebut makruh dan tidak harus difasakh. Al-Nawawi
juga menerangkan pendapat al-Syairazi tersebut dalam “al-Majmi’ Syarh al-

Muhazzab” sebagai berikut:
(#S5 sTyy o S gy 1l o) Lm0 e o L alal g5 0l
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“Dan apabila ada seorang perempuan yang berzina, maka ia tidak
diharamkan atas laki-laki itu untuk menikahinya. Sebagaimana Firman
Allah Swt: (dan dihalakan bagi kamu yang demikian itu). Adab ada juga
riwayat dari Aisyah ra, bahwa Nabi saw., pernah ditanya oleh seorang
laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi
perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab:
(tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal, sesungguhnya yang
diharamkan itu bukan karena nikahnya). Jika wanita pezina tersebut
datang dengan membawa anak perempuannya. Maka sungguh lalu Imam
al-Syafi’t mengatakan: “Makruh apabila ada yang menikahi wanita
tersebut, jika tetap ingin menikahinya maka pernikahannya tidak batal”.

Pendapat yang umum dalam mazhab Syafi’=—boleh juga dikatakan
pendapat ulama lainnya—bahwa wanita yang hamil, baik dicerai hidup maupun
ditinggal mati idahnya hingga melahirkan anak. Imam al-Syafi’t dalam “al-
Risalah” secara tegas menyebutkan bahwa wanit hamil idahnya hingga

melahirkan anak.” Hal yang berbeda dan tidak berlaku ketika wanita hamil

2 Abi Ishaq al-Syairazi, al-Muhazzab fr Figh al-Imam al-Syafi 7, Juz 4, (Damaskus: Dar
al-Qalam, 1996), him. 146-147.

#Syarf al-Nawawi, Kitab al-Majmi’ Syarh al-Muhazzab li al-Syairazz, Juz 17, (Jeddah:
Maktabah al-Irsyad, tt), hlm. 324.

Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risalah, (Mesir: al-Bab al-Halabi, 2005), hlm. 200.
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tersebut dari hasil zina. Artinya, wanita hamil di luar nikah sebab zina tidak
memiliki idah, ia boleh langsung menikah dengan laki-laki yang menyebabkan
ia hamil, juga boleh dengan laki-laki lain. al-Syairazi menyebutkan wanita
pezina yang hamil tidak diwajibkan atasnya idah, sebab idah sendiri bertujuan
untuk menjaga nasab, sementara zina jelas bukan menjaga nasab dan tidak
berhak atas nasab.”® Hukum menikahi wanita tersebut juga dibolehkan. Al-
Syarbini dalam “al-Mughni al-Muhtaj”, merupakan kitab dipandang cukup
representatif dalam mazhab al-Syafi’t juga mengakui kebolehan menikahi
wanita hamil karena luar nikah (zina).?” Ini menunjukkan secara hukum nikah
wanita yang hamil di luar nikah dibolehkan.

Imam al-Syafi’1, dikutip oleh al-Mawardi, menyebut: « Jals 715 iy ¥
élusi o)f a5 U3 a7, lebih kurang maknanya: “dan tidak dibatalkan pernikahan
wanita hamil dari zina, dan jika memang ia (laki-laki) menginginkan maka ia
(laki-laki) dapat menahannya (masksudnya tetap melan-jutkan hubungan
nikah)”.®® Imam al-Syafi’1 sendiri telah mengulas masalah ini dengan cukup
gamblang dalam “al-Umm?. Intinya bahwa seorang laki-laki, baik ia termasuk
orang yang menghamili wanita atau bukan, maka nikahnya dipandang boleh.
Atau dalam kasus di mana laki-laki yang tidak mengetahui bahwa perempuan
yang dinikahinya telah berzina, lantas ia kemudian mengetahui dan wanita itu

tidak haram baginya, pernikahannya juga tidak mesti diputusakan:

% Abi Ishaq al-Syairazi, al-Muhazzab..., Juz 4, him. 542: Juga diulas dalam, Wahbah al-
Zuhaili, al-Figh al-Syafi’t al-Muyassar, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), him. 203:
Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islamz wa Adillatuh, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), him.
634.

?'Khatib al-Syarbini, al-Mughni al-Muhtdj ila Ma rifah Ma ant al-Faz al-Minhaj, Juz
5, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 84.

Imam al-Mawardi juga menambahkan, mazhab Syafi’T dan jumhur figaha memegang
pendapat hukum bahwa pernikahan lelaki dengan wanita zina, pernikahannya sah secara hukum
dan tidak perlu membatalkannya. Imam al-Mawardi mengemukakan pendapat ini dalam soal
boleh tidaknya membatalkan pernikahan laki-laki dan perempuan pezina. Lihat, Habib al-
Mawardi, al-Hawri al-Kabir fi Figh Mazhab al-Imam al-Syafi’r, Juz 9, (Bairut: Dar al-Kutb al-
‘Ilmiyyah, 1994), him. 188-190: Dalam “al-Igna ™ al-Mawardi juga menyatakan perzinaan tidak
mengharamkan perkara yang halal. Lihat, Habib al-Mawardi, al-Igna’ fi al-Figh al-Syafi 7, (Iran:
Dar Ihsan, 2000), him. 137.
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“Demikian pula kalau seorang (laki-laki) mengawini seorang wanita yang
awalnya ia tidak mengetahui wanita tersebut telah berzina, dan wanita itu
baru diketahui telah berzina sesaat setelah akad nikah dilakukan dan
belum menyetubuhinya, atau boleh juga telah diketahui sebelum ia
menikahinya. Maka dalam hal ini wanita tersebut tidak haram baginya,
tidak boleh mengambil kembali maskawin yang telah ia berikan, tidak
pula harus membatalkan pernikahannya. Dalam konteks ini, laki-laki

tersebut boleh tetap mempertahankan pernikahan itu apabila memang
dikehendaki, dan boleh juga menjatuhkan talak”.

Mencermati uraian di atas, Imam al-Syafi’T memandang beberapa hukum
tentang wanita hamil luar nikah sebab zina. Pertama, wanita tersebut tidak ada
idahnya, sebab salah satu tujuan idah adalah untuk menjaga nasab, sementara
zina sendiri sebagai penyebab rusaknya nasab. Kedua, poin penting sebagai
fokus masalah ini adalah Imam al-Syafi’t memandang pernikahan sebab wanita
hamil di luar nikah dibolehkan namun hukumnya makruh. Ketentuan lebih
lanjut yaitu wanita tersebut boleh menikahi baik dari laki-laki yang
menghamilinya, atau dengan laki-laki lain. Dalam kondisi di mana laki-laki
tidak mengetahui wanita yang dinikahinya sebagai pezina dan hamil, maka tidak
mesti membatalkan nikah. Namun ada pilihan baginya apakah tetap untuk
mempertahankan atau justru menjatuhkan talak. Dengan demikian, kongklusi
atau kesimpulan akhir dari hukum pernikahan sebab wanita hamil luar nikah

menurut Imam al-Syafi’T adalah sah tetapi makruh.

3.2.1. Dalil Hukum Imam al-Syafi’t

Pendapat hukum para ulama terhadap satu persoalan biasanya didukung
oleh dalil-dalil yang rinci sebagai sandarannya. Termasuk pendapat Imam al-
Syafi’l tentang boleh menikah sebab wanita hamil luar nikah tidak dapat

Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm..., him. 30-31.
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dilepaskan dari dalil-dalil yang menjadi sandarannya. Paling tidak, standar dalil
yang digunakan Imam al-Syafi’i dalam mengemukakan pendapat boleh
menikahi wanita hamil di luar nikah minimal ada tiga, yaitu Alguran, hadis
Rasulullah saw., serta atsar sahabat. Masing-masing dapat diurai dalam poin
berikut ini:
1. Dalil Alquran

Imam al-Syafi’T menggunakan dalil Alquran dalam penemuan hukum

boleh menikah sebab hamil di luar nikah ditemukan dalam dua ayat, yaitu

ketentuan QS. al-Nir ayat 3:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang
mukmin”. (QS. al-Nur: 3).

Ayat ini memberi informasi hukum, pelaku zina tidak menikah kecuali
dengan lawan zinanya. Baik wanita zina dalam keadaan hamil ataupun tidak,
secara otomatis bisa langsung dinikahi oleh pasangannya. Diriwayatkan dari
‘Abd al-Razzaq, Ibn Abi Syaibah dan lainnya, seperti dikutip oleh Imam al-
Suyiiti, bahwa ayat tersebut pada dasarnya memberi informasi hukum tentang
berjimak antar pezina, dan bagi mukmin diharamkan. Menurut Ibrahim al-
Sa’labi, makna ayat tersebut adalah orang mukmin diharamkan menikahi
pezina, sementara pezina boleh minakah dengan lawannya atau dengan orang
musyrik.® Kebolehan menikah antar pezina seperti maksud ayat di atas berlaku
baik wanita zina sudah hamil ataupun belum. Apabila wanita tersebut ternyata

*Imam Jalal al-Din al-Suyiti, al-Durr al-Mansir fi al-Tafsir al-Ma sir, Juz 6, (Bairut:
Dar al-Fikr, 2011), him. 176: Bandingkan, Ibrahim al-Sa’labi, al-Kasyf wa al-Bayan fi Tafsir al-
Qur’an, Juz IV, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Tlmiyyah, 2004), hlm. 345.
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telah hamil, maka pasangannya boleh menikahinya tanpa harus menunggu
kelahiran anak.

Terkait tafsir ayat di atas, Imam al-Syafi’'T menyatakan masih terjadi
beda pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan ayat tersebut
ditujukan kepada wanita berzina yang tidak bersuami namun laki-laki yang tidak
berzina ingin menikahinya. Ada juga berpendapat ayat tersebut turun kepada
wanita pezina yang musyrik, dan melalui ayat itu dinyatakan wanita tersebut
hanya sepadan dengan laki-laki pezina juga musyrik.** Dalil lainnya mengacu

pada ketentuan QS. al-Nir ayat 32:
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“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Nar: 32).

O

Ayat ini digunakan Imam al-Syafi’T berhubungan erat dengan ayat
sebelumnya. QS. al-Nir ayat 32 dengan kalimat “3&i =31 15315 dipandang
telah menghapuskan (nasikh) ketentuan QS. al-Nur ayat 3. Jadi, kedudukan QS.
al-Nur ayat 3 sebagai ayat mansukh dari QS. al-Nir ayat 32. Dalam konteks ini,
QS. al-Nur ayat 3 yang menyebutkan: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini

melainkan perempuan yang berzina”, hanya berlaku bagi wanita janda dari

'Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Tafsir.., hlm. 1113: Juga disebutkan dalam,
Muhammad bin IdrTs al-Syafi’t, al-Umm..., him. 28: Term musyrik dalam ayat tersebut pada
tersebut mengandung makna etimologis yaitu menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai sekutu.
Sedangkan secara terminologis, musyrik berarti membuat atau menjadikan sesuatu selain Allah
Swt., sebagaitambahan, objek, pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan dan
dambaan. Dalam konteks pernikahan, hukum musyrik tidak sama dengan ahlul kitab yaitu dari
kalangan Yahudi dan Nasrani. Menikahi wanita musyrik dan laki-laki musyrik tidak dibolehkan
(haram), sementara menikahi wanita ahlil kitab boleh. Kajian tentang pemaknaan ahlul kitab dan
musyrik, serta kedudukan hukum keduanya bagi orang muslim telah diulas secara baik oleh
Ghalib. Lihat, Muhammad Ghalib M., Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Alquran,
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), him. 39-117.
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kaum muslimin.® Dengan kombinasi dua ayat ini, maka hukum menikah sebab
wanita hamil di luar nikah (zina) dibolehkan, namun Imam al-Syafi’i
menyebutkan nilai hukumnya adalah makruh.
2. Dalil Hadis

Imam al-Syafi’T juga menggunakan hadis sebagai sandarannya. Paling
tidak, ditemukan dua dalil hadis, salah satunya mengacu pada riwayat dari l1bn
Umar sebagai berikut:
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“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Mu'alla bin Manshur
berkata, telah menceritakan kepada kami Ishag bin Muhammad Al Farwi
berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar dari Nafi'
dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

"Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal”. (HR. Ibn

Majah).

Imam al-Syafi’T menggunakan riwayat hadis di atas dalam kaitan bahwa
Rasulullah saw tidak mengharamkan yang telah dihalalkan, yang diharamkan itu
bukan pernikahannya melainkan zina.** Barangkali uraian yang cokok dalam
menjelaskan pendapat tersebut bahwa Imam al-Syafi’1 tidak melihat adanya dalil
tegas dan spesifik tentang larangan menikahi wanita hamil luar nikah, baik yang
menikah itu laki-laki yang menyetubuhinya maupun orang lain. Yang
diharamkan di sini adalah perzinaan, sementara pernikahan dihalalkan dalam
Islam. oleh sebab itu, mengikuti jalan pendapat di atas maka tindakan zina tidak

lantas mengharam-kan kehalalan pernikahan.

*Muhammad bin Idris al-Syafi’1, al-Umm..., him. 28.

*Ibn Majah al-Qazwini, Sahih Sunan Ibn Majah, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1997),
hlm. 473.

*Syarf al-Nawawi, Kitab al-Majmi ..., him. 324.
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Riwayat kedua mengacu pada kisah pengakuan Ma’iz bin Malik bahwa

ia telah berzina, yaitu riwayat dari Abi Hurairah:
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“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah
menceritakan kepada kami Abbad bin Al Awwam dari Muhammad bin
Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata; *Maiz bin Malik
datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, 'Wahai
Rasulullah aku telah berzina." Akan tetapi Rasulullah saw mengacuh-
kannya. Lalu ia berkata kembali, "Aku telah berzina." Dan Rasulullah
saw pun mengacuhkannya. Kemudian ia berkata lagi, "Aku telah
berzina." Rasulullah saw tetap mengacuhkannya. Lalu ia berkata kem-
bali, "Aku telah berzina." Namun Rasulullah saw tetap tidak memper-
dulikannya sampai ia mengikrarkan perihal tersebut sebanyak empat kali.
Lalu Rasulullah saw memerintahkan agar ia dihukum rajam. Di saat
tubuhnya terkena lemparan batu, ia pun melarikan diri karena kesakitan.
Kemudian bertemu dengan seorang yang membawa tulang rahang unta
di tangannya, laki-laki ini akhirnya memukul Maiz sampai pingsan.
Perihal larinya Maiz saat terkena lemparan batu itu diceritakan kepada
Rasulullah saw, lalu beliau bersabda: "Tidakkah sebaiknya kalian mem-
biarkannya?. (HR. Ibn Majah).

Sisi dilalah hadis yang relevan dengan alasan Imam al-Syafi’T minimal
ada dua. Pertama, Ma’iz bin Malik merupakan laki-laki yang telah beristeri,
oleh karenanya ia dirajam. Kedua, Rasulullah saw., dalam konteks tersebut tidak

memerintahkan Ma’iz bin Malik untuk membatalkan pernikahan dengan

*Ibn Majah al-Qazwini, Sahh..., him. 801.
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isterinya. Dua komentar inilah barangkali menjadi pusat perhatian Imam al-
Syafi’1. Ketiadaan perintah Rasulullah saw., untuk menfasakh nikah memberi
indikasi kuat bahwa pernikahan antara pezina dengan orang baik-baik dipandang
sah. Memang, konteks hadis di atas bukanlah bicara soal wanita yang berzina,
tetapi laki-laki pezina yaitu Ma’iz. Namun, Imam al-Syafi’i dalam hal ini
memandang pernikahan wanita pezina dengan laki-laki pezina atau baik-baik,
sama kedudukan hukumnya dengan pernikanan laki-laki pezina dengan wanita
pezina atau wanita baik-baik. Dengan demikian, pernikahan antara keduanya
dipandang sah secara hukum, dan tidak dibatalkan berdasarkan makna riwayat
hadis Ma’iz bin Malik tersebut.
3. Dalil atsar

Dalil ketiga mengacu pada atsar sahabat, yaitu riwayat yang disandarkan
kepada sahabat nabi, yaitu pendapat Umar bin Khattab. Dalam riwayat
disebutkan telah diadukan dua orang muda-mudi melakukan zina dan pihak
perempuan diketahui telah hamil. Umar bin Khattab kemudian memukul
keduanya sebagai hukuman A4ad. Kemudian, Umar ingin menyatukan
(menikahkan) mereka berdua. Dalam riwayat tersebut ditambahkan bahwa
antara kedua pezina itu tidak jadi menikah, lantaran keduanya tidak ingin
melangsungkan pernikahan.*® Riwayat atsar ini memberi gambaran di mana
tindakan Umar bin Khattab ingin menya-tukan atau menikahkan kedua pelaku
zina diduga kuat sebagai sikap dan tindakan hukum bolehnya menikah sebab

hamil dari zina.

3.2.2. Metode Istinbat Imam al-Syafi’1

Pandangan hukum Imam al-Syafi’1 sebelumnya digali dengan mengacu
pada dalil-dalil berasal dari QS. al-Ntr ayat 3, QS. al-Nar ayat 32, hadis dari Ibn
Umar, Abu Hurairah, serta atsar sahabat Umar ra., tentu ditarik dengan

menggunakan metode tersendiri. Khusus penarikan hukum boleh menikah sebab

*Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm..., him. 30.
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wanita hamil luar nikah, Imam al-Syafi’l cenderung menggunakan kaidah
kebahasaan sebagai metode istinbat-nya. Dengan kata lain, metode istinbat yang
ia gunakan dekat dengan penalaran bayani atau lughawiyah.

Secara definitif, metode bayani merupakan satu bentuk penalaran hukum
dengan melihat dan mencermati kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam
sumber dalil hukum.®” Metode bayani juga disebutkan dengan rarigah lafziyyah,
atau jalan penemuan hukum dengan basis utamanya pada lafaz-lafaz Alquran
dan hadis atau kajian semantik.*® Metode ini merupakan pola utama dan paling
populer digunakan dalam proses menyimpulkan hukum dari sumber hukum
Islam dengan basis utamanya adalah pada kajian lafaz dan keterhubungan antara
satu dalil dengan dalil lainnya. Terkait dalam kajian ini, Imam al-Syafi’1 melihat
ketentuan QS. al-Niir ayat 3 dan QS. al-Nur ayat 32 memiliki hubungan minimal
dua bentuk:

a. Hubungan nasikh-mansiikh “¢ sis-7” (menghapus-dihapus). Ketentuan
QS. al-Nur ayat 3 sebelumnya telah dihapus (nasikh) oleh ketentuan QS.
al-Nur ayat 32. Hal ini sebagaimana riwayat lbn Musayyab.* Istilah
nasikh “z-3” secara etimologis memiliki dua arti, yaitu menukil atu
menyalin dan menghapus. Dalil yang menghapus disebut sebagai nasikh
sementara dalil yang dihapus disebut dengan mansikh ¢ swic” ®
Mengikuti jalan pendapat Imam al-Syafi’1, maka makna hukum yang

dapat ditarik yaitu “laki-laki dan perempuan berzina hanya menikahi

%Al Yasa’ Abubakar menggunakan istilah metode lughawiyyah, yaitu penalaran yang
bertumpu pada penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan. Lihat, Al Yasa’ Abubakar, Metode
Istislahiah: Penggunaan llmu Pengetahuan dalam Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2016), him. 18.

*Moh. Mofid, Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke
Aplikasi, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 207:
Bandungkan dengan, Ariyadi, Jual Beli Online lbn Taimiyah: Sebuah Metode Intinbar 1bn
Taimiyah tentang Hukum Jual Beli Online, (Yogyakarta: Diyandra Kreatif, 2018), him. 14.

*Muhammad bin Idris al-Syafi’1, al-Umm..., him. 28.

“M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda
Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran, Cet. 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), him.
281: Lihat juga, Wahbah al-Zuhaili, Usil al-Figh al-Islami, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr,
1986), him. 931-933.
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sesama pezina atau musyrik” sebagaimana maksud ketentuan QS. al-Nar
ayat 3 hanya berlaku bagi pezina janda, dan tidak berlaku bagi yang
lajang sebab telah dihapus dengan ketentuan “maka kawinkanlah orang-
orang yang sendirian (janda) di antara kamu” sebagaimana dimaksud
dalam QS. al-Nar ayat 32.

. Hubungan ‘@m-khas “u=S)-aad” (umum-khusus). Dalam konteks ini,
ketentuan dalil yang bersifat umum adalah QS. al-Niar ayat 3, dan
dikhususnya oleh ketentuan QS. al-Nur ayat 32. Terkait hubungan ‘am-
khas ini, Imam al-Syafi’i menyebutkan secara gamlang dalam “al-
Risalah” bahwa di sisi bahasa (Alquran), memang mengandung banyak
makna, adakalanya Allah Swt., menurunkan ayat yang bersifat umum
(‘am) namun bermaksud khusus (khas), dan ada yang bersifat khusus
(khas) namun bermaksud umum (‘@m).** Berangkali hubungan dua ayat
tersebut diduga kuat sebagai hukuman ‘am-khas, yaitu QS. al-Nur ayat 3
mengandung sifat dan makna ‘@m sementara ketentuan QS. al-Nur ayat
32 bermakna dan fungsinya sebagai khas. Hal ini juga telah dipertegas
oleh al-Mawardi, bahwa ketentuan QS. al-Niar ayat 3 sebelumnya
bermakna umum, hukumnya berlaku bagi orang yang suci menikah
dengan pezina, atau sebaliknya.*> Boleh jadi juga berlaku baik ia janda
atau duda. Oleh sebab itu, keumuman ayat tersebut kemudian
dikhususkan oleh QS. al-Nar ayat 32 yang menyebutkan keberlakuan
menikahi pezina dalam ayat sebelumnya hanya berlaku bagi janda saja.

Berdasarkan dua poin di atas, Imam al-Syafi’T memang tidak tegas dalam

menyebutkan metode bayani yang ia pakai dalam memberikan hukum boleh

menikah sebab wanita hamil luar nikah. Namun, mengamati beberapa kaidah

kebahasaan yang digunakan, baik keterhubungan ayat “z swie-Z” (menghapus

dan dihapus) serta “c=lall-all” (umum dan khusus), maka penggunakan kaidah

“"Muhammad bin Idrs al-Syafi’1, al-Risalah..., him. 222.
*’Habib al-Mawardi, al-Hawi..., Juz 9, him. 188-189.
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tersebut masuk dalam cakupan penalaran dengan menekankan pada kaidah-
kaidah kebahasaan dalil (bayani).

Metode bayani yang digunakan Imam al-Syafi’1 tidak berhenti pada
pemahaman atas dalil Aquran, juga lebih jauh dalam memahami dalil hadis.
Titik tekan pemahaman dalil hadis mengacu pada riwayat Ibn Abbas dan Abu
Hurairah sebelumnya telah dikutip. Basis perhatian Imam al-Syafi’i dalam
memahami hadis riwayat Ibn Abbas pada matan hadis: “J3all a5a0 2538 ¥,
artinya: “Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal”. Dalam
konteks ini, kehamilan luar nikah akibat zina memang diharamkan, tetapi tidak
dapat mengharamkan perbuatan yang dihalalkan, yaitu pernikahan. Umum
dipahami hukum asal nikah yaitu “4sly” secara Alquran, hadis, dan ijmak.*® Atas
dasar itu, kebolehan melakukan nikah tidak lantas hilang karena keharaman
pezina. Hal ini sesuai dengan kaidah: “Hukum asal sesuatu adalah boleh”. Di
samping ada kaidah lain: “Mengharamkan perkara halal dan menghalalkan
perkara haram sama saja menpersekutukan Allah Swt”.* Imam al-Syafi’1 dalam
perkara tersebut memandang perbuatan zina tidak lantas mengharamkan yang
halal lantaran karena wanita pezina menikah dengan pria pezina atau pria baik

baik.
“Perbuatan zina di antara keduanya atau salah satu dari keduanya, dan
tidak pula oleh maksiat apapun itu mengharamkan yang halal”.
Demikian pula dalam mengomentari hadis riwayat Abu Hurairah tentang
cerita pengakuan Ma’id bin Malik. Imam al-Syafi’i tidak melihat adanya

perintah dari Rasulullah saw., kepada Ma’iz untuk menceraikan atau

membatalkan pernikahan dengan isterinya oleh sebab zina yang dilakukan

“*Habib al-Mawardi, al-Hawi..., Juz 9, him. 3.

“Yasuf al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Terj: M. Tatam Wijaya),
(Jakarta: Qalam, 2017), him. 36-44.

*Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm..., him. 31.
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Ma’iz.*® Hukumnya berlaku juga apabil yang berzina adalah pihak wanita.
Barangkali dengan ketiadaan perintah Rasulullah saw, itulah memberi indikasi
kuat menganai hukum tidak boleh menfasakh nikah yang dilakukan wanita
hamil di luar nikah, serta memandang boleh menikah tanpa harus menunggu
kelahiran anak yang dikandangnya. Dengan demikian, Imam al-Syafi’i
cenderung memakai metode bayani dalam menggali hukum pernikahan sebab

wanita hamil luar nikah.

3.3. Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang Hukum Perkawainan
Akibat Hamil di Luar Nikah

Sama halnya seperti pendapat Imam al-Syafi’1, bahwa pendapat Imam
Ahmad bin Hanbal juga sedikitnya telah disinggung pada bab awal penelitian
ini. Imam Ahmad merupakan murid Imam al-Syafi’t namun dalam masalah
hukum perkawinan sebab wanita hamil luar nikah, Imam Ahmad berbeda
dengan pendapat gurunya Imam al-Syafi’1.

Imam Ahmad memandang pernikahan sebab hamil di luar nikah dilarang
(haram). Artinya, menikah pada waktu wanita tersebut masih mengandung anak
dan belum melahirkan, maka hal itu diharamkan. Hal ini seperti diungkapkan
oleh Sa’id al-Najdi, salah seorang ulama mazhab Hanbali menyebutkan
keharaman menikah wanita pezina. la memasukkan hukum menikah wanita
pezina yang hamil dalam bab “al-Muharramat fi al-Nikah”.*" Dalam bab ini
disebutkan beberapa kriteria perempuan yang di larang untuk dinikahi, yaitu
perempuan yang memiliki hubungan nasab, hubungan susuan, hubungan
pernikahan, wanita yang hamil dari hubungan syubhat, dan wanita hamil dari

hubungan zina.*®

**Muhammad bin Idris al-Syafi’1, al-Umm..., him. 28.

*'Sa’id al-Najdi, Hidayah al-Raghib li Syars ‘Umdah al-Talib li Nail al-Marib, Juz 3,
(Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2007), hlm. 186-187.

*8Sa’1d al-Najdi, Hidayah..., Juz 3, him. 186-187.
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Demikian pula disebutkan oleh Ahmad al-Ba’li, yaitu ulama kalangan
Hanbali. Menurutnya diharamkan menikahi dan melakukan hubungan dengan
wanita hamil karena zina sebelum habis masa idahnya.”® Tbn Qudamah, juga
kalangan Hanbali menambahkan harus adanya taubat bagi pelaku zina.>® Dalam
kesempatan yang lain, yaitu dalam “al-Mugni™ dan “al-Kafi”’, Ibn Qudamah
menyatakan bahwa pernikahan juga ditetapkan keharamannya dengan alasan
hubungan musaharah (perkawinan), baik dilakukan dengan hubungan yang
halal (akad nikah yang sah: Penulis) maupun dengan hubungan yang haram
(zina: Penulis). Haram nikah karena perzinaan sebelum ia bertaubat. Ketika
wanita pezina itu hamil, maka syaratnya ditambah sampai akhir idahnya.>
Imam Ahmad sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim, yang juga kalangan
mazhab Hanbali, menyatakan haram menikah dengan wanita hamil karena
perzinaan. Jikapun telah menikah dan keadaan hamil zina itu diketahui di
kemudian hari, maka wajib untuk membatalkan pernikahan mereka.

Mencermati pendapat tersebut, Imam Ahmad pada dasarnya melarang
pernikahan sebab wanita hamil luar nikah (zina) berlaku sama baik yang
menikahi itu laki-laki yang membuat ia hamil, atau laki-laki lain. Keharaman
tersebut merupakan masuk dalam keharaman bersyarat, yaitu setelah wanita
tersebut bertaubat dan sertelah habis masa idahnya. Dua syarat ini barangkali

berlaku secara komulatif, bukan alternatif. Artinya, kedua syarat tersebut harus

“Ahmad al-Ba’li, Raud al-Nadri Syarh Kafr al-Mubtadr, (Damaskus: Dar al-Nawadir,
2007), him. 731.

*Ibn Qudamah, Mughni Syarh al-Kabir, Juz 7, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983),
him. 518.

*Ton Qudamah, al-Mugni’ fi Figh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, (Jeddah:
Maktabah al-Sawadi, 2000), hlm. 308: Bandingkan dengan, Ibn Qudamah, al-Kafi, Juz 4,
(Mesir: Hajar, 1997), him. 284.

*2lbn Qayyim al-Jauziyyah, Zad al-Ma’ad ff Had7 Khair al- ‘7bad, (Terj: Masturi Irham,
dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), him. 97 dan 108: Ibn Qayyim mengurai
berbagai dampak buruk zina serta akibat dari hubungan zina juga dikemukakan dalam beberaoa
literaturnya yang lain, seperti: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Raudah al-Mufibbin wa Nuzahah al-
Musytaqin, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), him. 402-406: Lihat juga,
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Jawab al-Kafi liman Sa’ala ‘an al-Dawa’ al-Syafi, (Terj:
Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: al-Qalam, 2017), him. 345-346 dan 372-373.
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benar-benar terpenuhi antara satu dengan yang lain, dan tidak bisa hanya
memenuhi satu syarat saja, misalnya hanya dengan bertaubat, atau dengan habis
masa idah saja. Terkait pendapat Imam Ahmad tersebut, penting dikutip di sini
salah satu uraian Ibn Qudamah dalam menjelaskan pendapat Imam Ahmad:
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“Jika seorang perempuan berzina maka tidak halal baginya menikah
kecuali dengan dua syarat: Syarat pertama, harus telah habis iddahnya,
maka jika ada perempuan hamil karena zina maka ia harus menunggu
habis iddahnya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya
sebelum ia melahirkan”.... “Apabila hal ini sudah ditetapankan maka
wanita itu wajib iddah dan diharamkan menikahinya pada waktu hamil.
Karena iddah itu pada asalnya untuk mengetahui kekosongan rahim, bisa
jadi hamil itu ada terjadi sebelum pernikahan maka tidak sah pernikahan
itu seperti wanita yang disetubuhi dengan persetubuhan syubhat™....
“Syarat kedua, bahwa boleh menikah setelah ia bertaubat dari zinanya”.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa dalam pandangan Imam Ahmad,
pernikahan sebab wanita hamil di luar nikah (zina) diharamkan, baik bagi laki-
laki yang menyebabkan ia lahir, ataupun bagi laki-laki lain yang bukan
menghami-linya. Dua pihak laki-laki tersebut dibedakan dalam dua hal: bagi
laki-laki yang menghamili diharamkan menikahi wanita yang dihamilinya
sebatas sebelum anak tersebut lahir. Jika telah lahir, maka ia dapat langsung
menikahinya tanpa harus memastikan apakah wanita itu telah taubat atau tidak.

Sebab syarat taubat hanya berlaku ketika wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain

**Ibn Qudamah, Mughni..., Juz 7, him. 515-518.
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yang bukan menghamilinya. Kedua, Pernikahan sebab wanita hamil luar nikah
dengan laki-laki lain diharamkan dengan dua syarat, yaitu sebelum idah habis
dan bertaubat. Dua syarat tersebut berlaku secara komulatif, yaitu wanita
tersebut telah bertaubat di samping anak yang dikandungnya telah lahir sebagai
wujud dari masa idahnya telah habis. Jika kedua syarat ini telah terpenuhi, maka

laki-laki yang baik (bukan lawan zina) dapat menikahi wanita tersebut.

3.3.1. Dalil Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam al-Syafi’1 di awal, pendapat
Imam Ahmad bin Hanbal juga dikeluarkan atas dasar beberapa pertimbangan
dalil hukum. Setidaknya, dalil umum yang menjastifikasi keharaman menikah
sebab wanita hamil di luar nikah minimal ada dua, yaitu Alguran dan hadis.
Dalil Alquran yang digunakan mengacu pada ketentuan QS. al-Nir ayat 3. Hal
ini juga sama seperti dalil yang digunakan Imam al-Syafi’1 di awal.

Ketentuan QS. al-Nar ayat 3 dipandang sebagai dalil hukum larangan
bagi orang mukmin laki-laki atau perempuan menikahi pezina. Redaksi ayat
yang menyebutkan: “Cuie3all e ‘ﬂl‘d a~3” secara tegas mengharamkan orang
baik menikahi pezina.>' Lafaz “2)25” pada potongan ayat tersebut memberi
petunjuk jelas keharaman menikahi wanita pezina, termasuk hamil akibat
hubungan luar nikah. Menariknya, dalam pandangan Imam Ahmad sebagaimana
dinukil oleh Ibn Qayyim, QS. al-Nur ayat 3 tidaklah dihapuskan oleh ketentuan
QS. al-Nur ayat 32 sebagaimana kesimpulan hukum Imam al-Syafi’1.
Memandang kedua ayat tersebut memiliki hubungan nasikh-mansiikh -z
¢ sw” (menghapus-dihapus) adalah pendapat yang lemah. Demikian juga
lemahnya anggapan atas hubungan ‘@m-khas “c=A-a21” (umum-khusus) pada
kedua ayat tersebut. Menurut Imam Ahmad, poin inti dari dalil QS. al-Niir ayat
3 tersebut adalah adanya lafaz yang secara tegas melarang orang mukmin untuk

menikahi pezina.

**Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zad..., Jilid 5, him. 107-108.



Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. al-Nisa’ ayat 25, berbunyi:

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh
mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.
Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian
yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan
berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun
wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula)
wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila
mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan
perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari
hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini
budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan
menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu
lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Sisi dilalah al-nass ayat di atas memberi informasi hukum bagi laki-laki
mukmin yang tidak cukup menikahi wanita musliman lagi mereka, Allah Swt.,
juga membolehkan menikahi wanita yang menjaga diri dri zina meskipun
statusnya budak. Lanjutan ayat tersebut justru mengecualikan menikahi wanita
pezina. Hukum asal kemaluan wanita dalam kondisi normal adalah diharamkan,
namun dihalalkan hanya sebatas kriteria yang disebutkan pada ayat tersebut,

yaitu dari orang merdeka, budak, dan menjaga diri. Selainnya justru diharamkan
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seperti menikahi pezina.>® Pengharaman menikahi pezina tentu tidak berhenti
pada ayat tersebut, tetapi pernikahan dengan pezina tetap dibolehkan dengan
pertimbangan terpenuhinya dua syarat yang telah dikemukakan sebelumnya,
yaitu syarat taubat, dan syarat setelah melahirkan anak apabila wanita itu hamil
di luar nikah.

Dalil lainnya mengacu pada ketentuan surat al-Nr ayat 26, berbunyi:
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“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki
yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita
yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah
untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih
dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka
ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Yang dimaksud dengan wanita keji dalam ayat tersebut adalah wanita-
wanita pezina.® Barangkali dengan tiga ayat tersebut di atas memberi
pemahaman hukum bahwa Imam Ahmad melihat beberaka ketentuan dalil ayat
di atas memberi satu gambaran larang menikah dengan wanita pezina, baik tidak
hamil ataupun dalam keadaan hamil. Hal ini juga tentu berlaku dua syarat
sebelumnya, yaitu kelahiran anak dan taubat. Dalil lainnya adalah beberapa
riwayat hadis Rasulullah saw. Di antaranya Rasulullah pernah memisahkan
antara seorang suami dengan isterinya yang dia dapati dalam keadaan hamil dari
hasil hubungan perzinaan. Riwayat tersebut dinukil oleh Imam Ahmad dalam
“al-Musnad”, yaitu dari Ruaifi’ bin Tsabit al-Anshari, bahwa Rasululah saw.,

melarang menggauli wanita yang sedang hamil:

**Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zad..., Jilid 5, him. 107-108: Bandingkan juga dengan, Ibn
Qudamah, al-Kdfi..., Juz 4, him. 284.
*®Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zad..., Jilid 5, him. 100.
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“Telah menceritakan kepada kami An Nufaili, telah menceritakan kepada
kami Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishag, telah
menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abu Marzuq dari
Hanasy Ash Shan‘ani, dari Ruaifi' bin Tsabit Al Anshari, ia berkata
ketika berkhutbah kepada kami; ketahuilah bahwa aku tidak berbicara
kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam. Pada saat perang Hunain beliau berkata: "Tidak halal
bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk
menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain -yaitu menggauli
wanita-wanita yang sedang hamil”, dan tidak halal bagi seseorang yang
beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menggauli wanita tawanan
hingga ia membiarkannya mengalami haid, dan tidaklah halal bagi
seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menjual
harta rampasan perang hingga harta tersebut telah dibagikan”. (HR.
Ahmad).

Hadis ini mengandung informasi hukum larangan menggalui wanita
hamil. Dalil ini juga berlaku umum dan shahih.>® Hadis tersebut berhubungan
dengan larangan menikahi wanita hamil sebab zina dan menggaulinya, juga
termasuk dalil larangan menikahi dan menggauli wanita hamil yang telah
bercerai dari suaminya. Dalil hadis lainnya, Imam Ahmad juga menyebutkan

dalam “al-Musnad”, riwayat dari Abi Ubaidah. Dalam hadis ini disebutkan

" Ahmad bin Hanbal, Musnad, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), him. 1005:
Lihat juga, Abi Dawud, Sunan Abt Dawud, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1420 H), him. 732.
*®Ibn Qudamah, Mughnt..., Juz 7, him. 515.
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bahwa Rasulullah saw., menyatakan orang yang bertaubat dari dosa sama halnya

dengan orang yang tidak berdosa:
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“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad Darimi telah
menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Ar Ragasy telah
menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid telah menceritakan
kepada kami Ma'mar dari Abdul Karim dari Abu 'Ubaidah bin Abdullah
dari ayahnya dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam

bersabda: "Orang yang bertaubat dari dosa, bagaikan seorang yang tidak
berdosa”. (HR. Ahmad).

Dalil hadis ini khusus dijadikan dalam dalam konteks bolehnya menikahi
wanita hamil luar nikah setelah ia bertaubat.®® Dengan jalan taubat, pelaku sama
halnya terbebas dari dosa zina. Derdasarkan dalil di atas, tampak ada perbedaan
yang cukup signifikan dengan pendapat sebelumnya dari sisi pengambilan dalil.
Imam Ahmad dalam hal ini memandang dalil-dalil di atas diduga kuat memberi

informasi hukum larangan menikahi wanita hamil sebab zina.

3.3.2. Metode Istinbat Imam Ahmad Bin Hanbal

Pengambilan hukum haram menikahi sebab wanita hamil di luar nikah
dari dalil-dalil sebelumnya tentu dilakukan dengan metode dan pemahaman
tersendiri. Imam Ahmad juga cenderung mengambil hukum dengan
menggunakan penalaran atau metode istinbar bayani, yaitu melihat sisi
kebahasaan atau kaidah lughawiyah yang terdapat dalam dalil Alguran dan
hadis.

Minimal, dari tiga dalil Alguran yang digunakan, yaitu QS. al-Nir ayat
3, QS. al-Nisa’ ayat 25, dan QS. al-Nar ayat 26, Imam Ahmad memandang

**Ahmad bin Hanbal, Musnad..., him. 1815: Lihat juga, Ibn Majah al-Qazwini, Sahih...,
hlm. 664.
®Ibn Qudamah, Mughnt..., Juz 7, him. 518.
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bahwa dalil-dalil tersebut mengandung makna yang jelas (zahir). Ketentuan
surat QS. al-Niir ayat 3 yang menggunakan redaksi: “Cuie3dl & ﬂlld AOAY,
Dalam redaksi tersebut, lafaz “2)2%” masuk dalam cakupan lafaz sarih “zm =’
secara makna, yaitu Allah Swt., secara tegas dan jelas mengharamkan orang-
orang mukmin (laki-laki) menikah dengan pezina. Lafaz sarih “z=_<" bermakna
lafaz yang digunakan menunjuk dengan tegas dan jelas maknanya, baik makna
itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks atau hanya dikandung maknanya oleh
teks.®* Lafaz “a5A3” pada QS. al-Nir ayat 3 mengandung makna jelas, yaitu
diharamkan. Ibn Qayyim dalam mengomentari ayat ini menyatakan bahwa
Allah Swt., secara jelas dan tegas mengharamkan menikahi wanita yang
berzina.® Maksud haram dipahami sebagai sesuatu yang dituntut oleh syari’
untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang bersifat pasti, dan sighat tuntutan pada
lafaz “4525” menunjukkan larangan secara pasti.63

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam menggali
hukum vyag terdapat dalam dalil nas, Imam Ahmad juga cenderung
menggunakan penalaran atau metode iszinbat bayani, hal ini sama dengan
metode yang dipakai oleh Imam al-Syafi’i. Namun, basis dan fokus Imam
Ahmad dalam hal memandang kejelasan dalil tentang larangan menikahi wanita
zina, termasuk apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil luar nikah, alasan
logisnya adalah bahwa untuk menjaga agar tidak tercampur nasab, disamping
alasan nomatif ayat yang menyebutkan keharaman menikah sebab hamil luar
nikah.

3.4. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam al-Syafi’t dan
Imam Ahmad Bin Hanbal

®'M. Quraish Shihab, Kaidah..., him. 168-169.

%2lbn Qayyim al-Jauziyyah, Zad..., Jilid 5, him. 107.

3Abd al-Wahhab al-Khallaf, ‘7lm Usil al-Figh, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib),
(Semarang: Dina Utama, 2014), him. 195: Lihat juga, Abd al-Hayy Abd al-<Al, Usal al-Figh al-
Islami, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), him. 38
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Perspektif ulama dalam masalah-masalah tertentu memang didapati ada
kesepakan dan tidak sedikit pula perbedaan pendapat. Bahkan ditemukan
perbedaan pendapat ulama realtif cukup banyak ketimbang masalah-masalah
yang disepakati. Hal ini boleh jadi ketiadaan dalil yang tegas tentang masalah
yang dibicarakan, juga dipengaruhi oleh cara pandang masing-masing ulama
dalam menelaah dan menilai sisi hukum atas suatu persoalan. Dalam konteks
ini, hukum pernikahaan sebab wanita hamil luar nikah karena perzinaan ada
yang disepakati dan ada pula tidak disepakati. Hal ini juga berlaku dalam
pendapat Imam al-Syafi’t dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mencermati pendapat
kedua imam tersebut, tampak ada persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Persoalan menikahi wanita hamil sebab zina ada dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama yaitu wanita tersebut dinikahi oleh pasangan zinanya.
Kemungkinan kedua yaitu dinikahi oleh orang lain bukan kawan zinanya. untuk
kemungkinan pertama, jumhur fugaha sepakat boleh dinikahi wanita hamil
sebab zina oleh lawan zina tanpa harus menunggu kelahiran anak yang
dikandung. Keadaan ini sama dengan wanita berzina yang belum ada tanda-
tanda kehamilan, dan ia bisa langsung dinikahi oleh lawan zinanya, tanpa harus

menunggu kemungkinan ia hamil.*

Dalil normatifnya mengacu pada ketentuan
surat al-Nar ayat 3 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Keadaan kedua yaitu wanita hamil sebab zina dinikahi oleh laki-laki
mukmin atau laki-laki yang baik. Di sini, ditemukan perbedaan yang cukup
tajam, dan ulama terpecah menjadi dua pendapat salah satunya pendapat Imam
al-Syafi’t dan Imam Ahmad bin Hanbal yang telah tergambar sebelumnya.

Imam al-Syafi’T membolehkan,® dan Imam Ahmad melarang.®®

A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan..., him. 65: Lihat juga, Agus Arifin, Menikah
Untuk Bahagia: Figh Pernikahan dan Kamasutra Islami, Cet. 4, (Jakarta: Kompas Gramedia,
2013), hlm. 334: Dimuat juga dalam, A. Fatih Syuhud, Keluarga Sakinah: Cara Membina
Keluarga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas, (Malang: Pustaka al-Khoirat, 2013), him. 88.

®|bn al-Farra’ al-Baghawi, al-Tahzib fi Figh al-Imam al-Syafi’i, Juz V, (Bairut: Dar al-
Kutb al-‘Tlmiyyah, 1997), hlm. 334.

A, Hamid Sarong, Hukum Perkawinan..., him. 66.
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Secara khusus dapat dipahami, bahwa kedua pendapat tersebut memiliki
titik kesamaan, serta memiliki perbedaan yang cukup besar dan berpengaruh
terhadap nilai dan pendapat hukum. Persamaan pendapat Imam al-Syafi’1 dan
Imam Ahmad bin Hanbal dalam kajian ini yaitu:

a. QS. al-Nar ayat 3 menjadi basis utama dasar hukum bagi keduanya
dalam menetapkan hukum nikah sebab wanita hamil luar nikah.

b. Metode istinbat yang digunakan Imam al-Syafi’t dan Imam Ahmad bin
Hanbal sama-sama melihat pada sisi kaidah-kaidah kebahasan dalil
Alguran dan hadis, fokusnya pada penggalian hukum melalui penalaran
bayani.

Di samping persamaan, keduanya juga memiliki perbedaan yang cukup
mendasar, yaitu:

a. Imam al-Syafi’l memandang boleh namun makruh menikah dengan
wanita hamil di luar nikah, sementara Imam Ahmad bin Hanbal
mengharamkannya.

b. Menurut Imam al-Syafi’i, hubungan pernikahan wanita pezina baik
hamil atau tidak dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain
tidak mesti dibatakan, sementara menurut Imam Ahmad bin Hanbal
wajib dibatalkan.

Cc. Imam al-Syafi’t memandang ketentuan QS. al-Niir ayat 3 telah
dihapuskan atau dikhususkan dengan ketentuan QS. al-Nur ayat 32.
Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ketentuan QS. al-Nar ayat 3 tidak
dihapuskan, sehingga haram menikahi wanita pezina.

d. Dalil yang digunakan Imam al-Syafi’i terdiri dari ketentuan QS. al-Nir
ayat 3, QS. al-Nur ayat 32, hadis riwayat Ibn Umar, hadis riwayat Abu
Hurairah, dan atsar sahabat Umar bin Khattab yang berusaha
menikahkan pelaku wanita pezina yang diketahui telah hamil meskipun
keduanya tidak jadi menikah. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal
menggunakan dalil QS. al-Nur ayat 3, QS. al-Nisa’ ayat 25, QS. al-Nir
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ayat 26, hadis riwayat dari Ruaifi’ bin Tsabit al-Anshari, dan hadis
riwayat dari Abi Ubaidah.

AR-RANIRY




BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditemukan
beberapa poin mendasar sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang
diajukan. Masing-masing dapat diuraikan pada poin-poin berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam al-Syafi’i, hukum
perkawinan sebab wanita hamil di luar nikah dibolehkan tanpa harus
menunggu lebih dulu kelahiran anak. Dalil yang digunakan mengacu
pada QS. al-Nur ayat 3, QS. al-Niir ayat 32, hadis riwayat Ibn Umar,
hadis riwayat Abu Hurairah, dan atsar sahabat Umar bin Khattab.
Metode istinbat yang digunakan Imam al-Syafi’1 yaitu penalaran bayani.
Menurutnya, ketentuan QS. al-Nar ayat 3 dan QS. al-Nar ayat 32
memiliki hubungan nasikh-mansikh “zswis-75”  sehingga larangan
menikahi wanita pezina hanya berlaku bagi wanita janda. Kedua ayat
tersebut juga memiliki hubungan ‘a@m-khas “o=l-alal” sehingga
larangan menikahi pezina hanya dikhususkan bagi wanita janda. Selain
itu, ketentuan hadis riwayat dari Ibn Abbas bersifat tegas, yaitu
perbuatan haram tidak dapat mengharamkan perbuatan halal. Adapun
menurut Imam Ahmad Bin Hanbal, hukum perkawinan sebab wanita
hamil di luar nikah diharamkan kecuali setelah wanita itu bertaubat dan
habis idah dengan kelahiran anak. Dalil yang ia gunakan mengacu QS.
al-Nar ayat 3, QS. al-Nisa’ ayat 25, QS. al-Nir ayat 26, hadis riwayat
dari Ruaifi’ bin Tsabit al-Anshari, dan hadis riwayat dari Abi Ubaidah.
Metode istinbat yang digunakan Imam Ahmad yaitu metode bayani.
Menurutnya, lafaz “35~5” QS. al-Nir ayat 3 masuk dalam cakupan lafaz

b

sarith “zm<=" secara makna, yaitu Allah Swt., secara tegas dan jelas

mengharamkan orang-orang mukmin (laki-laki) menikah dengan pezina.

63
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2. Persamaan pendapat Imam al-Syafi’1 dan Imam Ahmad yaitu QS. al-Nar
ayat 3 menjadi basis utama dasar hukum yang digunakan, dan keduanya
sama-sama menggunakan metode istinbat melalui penalaran bayani.
Adapun perbedaan pendapat Imam al-Syafi’l dan Imam Ahmad yaitu:
Pertama, Imam al-Syafi’t memandang boleh menikah dengan wanita
hamil di luar nikah namun makruh, sementara Imam Ahmad memandang
haram selama berlum bertaubat dan berlum habis idah. Kedua, Imam al-
Syafi’t memandang hubungan pernikahan keduanya tidak harus di
fasakh, sementara menurut Imam Ahmad wajib di fasakh. Ketiga, Imam
al-Syafi’T memandang ketentuan QS. al-Nur ayat 3 sebagai & atau al=ll,
namun Imam Ahmad berpendapat bukan = atau ol Keempat, dalil
yang digunakan masing-masing berbeda. Imam al-Syafi’T menggunakan
dalil yang memberi indikasi hukum bolehnya menikahi wanita hamil,
sebaliknya Imam Ahmad mengumpulkan dan mencari dalil yang
memberi indikasi hukum keharaman menikahi wanita hamil di luar
nikah.

4.2. Saran
Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, juga terhadap hasil
penelitian sebelumnya, penulis memuat beberapa poin saran, baik berhubungan
dengan penelitian, pihak terkait secara akademisi. Masing-masing saran tersebut
yaitu:
1. Hendaknya, masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan zina,
dan menjaga serta memberi pengawasan terhadap anak-anak. Sebab zina
di samping sebagai dosa besar, diancam dengan hukuman yang berat,
perbuatan zina juga akan memberi efek dan akibat buruk bagi pelaku,
menghilangkan kesucian nasab, berdampak pada nama baik keluarga,

maupun masyarakat.
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2. Bagi peneliti yang ingin menelaah secara jauh tentang perosalan ini,
hendaknya melakukan dengan pendakatan dan perspektif yang berbeda.
Hal ini dimaksudkan agar kajian status hukum perkawinan sebab wanita
hamil di luar nikah mendapat kajian yang komprehensif, dan tentunya
menggunakan penelitian ini sebagai tambahan data penelitian.

3. Penelitian ini ditulis dengan kerangka ilmiah, dipandu dengan buku
pandan penulis karya ilmiah tersendiri. Oleh sebab itu, apabia ditemukan
beberapa kekeliruan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun
kendungan isi skripsi ini, penulis dengan rendah hati membuka kritikan
dan saran yang sifatnya membangun, sehingga skripsi ini diharapkan
lebih baik ke depan dan layak untuk kategori karya ilmiah dan dapat
dipublikasikan.
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